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ABSTRAK 
 
Basuki Rahmat, 2013, Analisis Ketimpangan Wilayah Di Provinsi 
Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2011, di 
bawah bimbingan Dr. Agussalim, SE., MSi dan Dr. Nursini, SE., MA. 
Tujuan penelitian untuk menganalisa perbedaan ketimpangan wilayah 
di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal, dan 
menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan 
pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi 
Selatan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal 1990-2011. 
Analisis regresi berganda dengan menggunakan EViews menunjukkan 
tidak ada perbedaan ketimpangan wilayah yang signifikan antara periode 
sebelum dan setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Tingkat pendidikan 
berpengaruh tidak signifikan tarhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi 
Selatan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal. Pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di 
provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal, 
sedangkan pengeluaran pemerintah tidak signifikan sebelum desentralisasi 
terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan baik sebelum maupun 
setelah  desentralisasi fiskal. 
Kata Kunci:  Ketimpangan Wilayah, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan 
Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Desentralisasi 
Fiskal  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik 
wilayah adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Indonesia. 
Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola 
pembangunan ekonomi, sehingga suatu keniscayaan bila pola pembangunan 
ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada 
kemampuan untuk tumbuh, yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa 
wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh 
lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan 
terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya, yakni 
pendapatan antar daerah (Sianturi, 2011). 
Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan wilayah 
antara daerah maju dengan daerah yang tertinggal serta tingkat kemiskinan 
atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) 
merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara sedang berkembang 
(NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Karenanya, tidaklah mengherankan 
ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang 
berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan 
dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada 
masing-masing negara tersebut. 
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Meskipun ketimpangan itu sendiri adalah suatu yang selalu ada dalam 
proses pembangunan, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan, 
namun ketimpangan yang semakin melebar harus dihindari. Ketimpangan 
yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus 
terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai 
macam konflik. Konflik itu bisa terjadi antar masyarakat, antar daerah, atau 
masyarakat dengan pemerintah maupun antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah. 
Pada masa pemerintahan Orde Baru, proses pembangunan 
dilaksanakan secara sentralistis. Pemerintah pusat menempatkan dirinya 
sebagai penggerak utama dalam upaya akselerasi pembangunan diseluruh 
pelosok tanah air. Berbagai kebijakan pembangunan diputuskan secara 
terpusat dengan instrumen utamanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sentralisasi berbagai 
keputusan pada pemerintah pusat semakin memperbesar inefisiensi, karena 
banyak proyek-proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan oleh daerah. 
Pemerintah pusat ingin memegang kendali yang erat atas 
kebijaksanaan pembangunan ekonomi. Sejak runtuhnya masa orde baru, 
semangat untuk otonomi daerah dan desentralisasi kembali menguat, terlebih 
untuk daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Hal ini banyak 
dilakukan dengan tuntutan untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Timor-Timor, Aceh, dan Papua.  
Untuk menjaga integrasi nasional terhadap kondisi ini serta menjawab 
atas tuntutan masyarakat daerah, maka pada masa pemerintahan Habibie 
dikeluarkanlah satu paket kebijakan tentang Otonomi Daerah berupa UU. No. 
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22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Pelaksanaan kedua Undang-undang 
tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Kedua undang-
undang ini kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 dan No. 33 tahun 
2004. 
Desentralisasi merupakan suatu tuntutan reformasi yaitu adanya 
keadilan dalam bidang politik dan ekonomi bagi masyarakat daerah. Keadilan 
yang masih di rasa kurang ini dianggap sebagai penyebab munculnya ras 
tidak puas terhadap pemerintah oleh masyarakat daerah.  
Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk wewenang yang dimiliki 
pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No. 22/1999. Praktek 
desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 2001 
berdasarkan  UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan 
desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “Money Follows Functions”, yaitu fungsi 
pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat 
melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. 
Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 
kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki 
oleh pemerintah melalui revisi kedua undang-undang tersebut menjadi UU No. 
32 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 22 tahun 1999) tentang pemerintahan 
daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 25 tahun 1999) 
tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Permasalahan yang 
muncul dalam penerapan kedua UU tersebut antara lain (RPJMN 2004-2009): 
1) Belum jelasnya pembagian kewenangan antar pemerintah pusat dan 
daerah; 2) Berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap 
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kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 3) Masih rendahnya 
kerjasama antar pemerintah daerah; 4) Belum terbentuknya kelembagaan 
pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 5) Masih terbatas dan rendahnya 
kapasitas aparatur pemerintah daerah; 6) masih terbatasnya kapasitas 
keuangan daerah; 7) pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) 
yang masih belum sesuai dengan tujuannya. 
Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber 
penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan 
daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan 
lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan keuangan Pusat-Daerah (PKPD) 
merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari Dana 
Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi 
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah 
berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana 
cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya 
PAD dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai dana non PKPD, 
karena berasal dari pengelolaan fiskal daerah. Khusus pinjaman daerah 
pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehingga 
belum mengijinkan penerbitan utang daerah. 
Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan 
pendelegasian (Saragih, 2003). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan 
instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk 
meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era 
sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah 
tidak hanya berhenti pada pembagian dana pembangunan yang relatif “adil” 
antara pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan dalam bentuk dana 
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perimbangan (balancing fund), tetapi keberhasilan otonomi daerah juga diukur 
dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Oleh sebab itu, implementasi otonomi daerah tidak hanya tanggung jawab 
penyelenggara pemerintah daerah, yakni Bupati atau Walikota serta 
perangkat daerah lainnya, tetapi juga seluruh masyarakat lokal di tiap-tiap 
daerah (Saragih, 2003). 
Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan 
kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh 
karena itu melalui UU No. 33 Tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang 
digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33 Tahun 
2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. 
Sumber-sumber penerimaan daerah ini memberikan kewenangan bagi daerah 
untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya yaitu dengan meluaskan 
jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil Sumber Daya Alam dengan 
pemerintah pusat. 
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Waluyo dari 
Univeristas Pembangunan Nasional tentang kasus desentralisasi fiskal dan 
ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia, proses desentralisasi 
fiskal lebih terasa di wilayah Indonesia bagian timur di banding dengan 
wilayah Indonesia bagian barat. Dampak desentalisasi fiskal di wilayah 
Indonesia timur terlihat dengan pertumbuhan daerah yang lebih besar 
dibanding sebelum diterapkannya desentralisasi fiskal. Sementara di wilayah 
Indonesia bagian barat, seperti Pulau Jawa dan Bali pertumbuhan 
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ekonominya yang paling rendah sejak diterapkannya desentralisasi fiskal. 
Dana bagi hasil SDA (DBSDA) menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 
yang negatif. Hanya daerah kaya SDA (Riau, dan Kaltim) yang paling 
menikmati pertumbuhan ekonomi positif. Di samping itu kebijakan bagi hasil 
SDA memperburuk kesenjangan pendapatan antardaerah. Hal ini 
menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum dapat mengurangi 
kesenjangan pendapatan antar wilayah di Indonesia. 
Fenomena kesenjangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tidaklah 
sekompleks dengan tingkat nasional, namun isu ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam pengembangan regional, sehingga dapat ditekan. 
Dimana ekonomi Sulawesi Selatan selama ini lebih banyak bergantung pada 
sektor pertanian. 
Capello (2007) dalam Haryanto (2010), menyebutkan bahwa analisis 
pembangunan wilayah mensyaratkan dua hal, yaitu pertumbuhan absolut 
yang menunjukkan kemampuan sumber daya yang potensial di wilayah 
tersebut dan pertumbuhan relatif antar wilayah yang dapat digunakan untuk 
menginterpretasikan ketimpangan regional dan kemungkinan dari konvergensi 
pada tingkat pertumbuhannya atau pendapatan rata-ratanya. Disparitas 
pembangunan ekonomi regional merupakan aspek yang umum terjadi dalam 
kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan 
oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi 
demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan 
ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan 
ekonomi juga menjadi berbeda. Demikian pula pergeseran komposisi sektor-
sektor pembangunan karena aktivitas ekonomi. Tidak mengherankan bila di 
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setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang akibat 
transformasi dengan kecepatan yang berbeda. 
Pemerintah berperan cukup besar dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan, karena pemerintah merupakan penggerak utama 
pembangunan. Anggaran pembiayaan pembangunan menjadi pedoman 
dalam membiayai tugas negara berasal dari berbagai sumber pendapatan 
baik dalam maupun luar negeri dan dapat dipergunakan sebagai alat 
kebijaksanaan ekonomi. Oleh sebab itu, anggaran negara harus sesuai prinsip 
dengan kondisi dan keadaan ekonomi. Dan anggaran negara  dapat 
dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan fiskal dalam mempengaruhi 
pendapatan nasional, karena dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah 
baik secara jumlah maupun proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB) yang mencerminkan peningkatan aktivitas pemerintah yang diarahkan 
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan untuk memperbaiki distribusi 
pendapatan dalam masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat 
judul penelitian sebagai berikut: “Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2011”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Apakah ada perbedaan signifikan ketimpangan wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal? 
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2. Apakah tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran 
pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di 
Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari 
penilitian ini adalah: 
1. Menganalisis adanya perbedaan ketimpangan wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan sebelum dan setelah dilaksanakan desentralisasi 
fiskal. 
2. Mengukur dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, 
pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap 
ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan 
setelah desentralisasi fiskal.  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi untuk mengetahui 
bagaimana ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan 
sebelum dan setelah desentralisasi fiskal, serta bagaimana pengaruh 
tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran 
pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut 
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pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, serta pemerataan 
ketimpangan antar wilayah. 
3. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya 
terkait dengan masalah yang sama sekaligus sebagai wahana untuk 
mengaplikasikan pemahaman penulis tentang teori-teori yang 
didapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Ketimpangan Wilayah 
Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di 
lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, 
maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu 
besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak 
mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat 
ditoleransi.  
 Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan ketidakseimbangan 
pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi antar wilayah 
merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. 
Ketimpangan muncul karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam 
dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. 
Sehingga kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga 
menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah terdapat wilayah maju 
dan wilayah terbelakang. Ketimpangan juga memberikan implikasi terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang akan mempengaruhi 
formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah 
(Sjafrizal, 1997). 
Dalam laporan Pembangunan Dunia tahun 2006, publikasi World 
Bank, dinyatakan bahwa ketimpangan (baik antar wilayah maupun antar 
negara) merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena 
ketimpangan mempengaruhi proses pembangunan jangka panjang. Dua
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saluran yang digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi 
pembangunan dalam jangka panjang adalah melalui pengaruh-pengaruh 
kesempatan yang timpang ketika kondisi pasar tidak sempurna dan berbagai 
kosekuensi ketimpangan untuk kualitas institusi yang dikembangkan oleh 
suatu masyarakat.  
Lebih lanjut, World Bank dalam laporannya tersebut menyatakan 
bahwa faktor- faktor geografis dan historis yang mendasari ketimpangan antar 
wilayah sangat kompleks dan tumpang tindih. Kemampuan mengelola sumber 
daya yang rendah dan jarak dari pasar yang jauh dapat menghambat proses 
pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal. Dalam banyak kasus, 
perbedaan-perbedaan ekonomi itu disebabkan oleh relasi yang tidak setara 
dan sudah berlangsung lama, antara kawasan-kawasan yang maju dengan 
yang tertinggal, serta kelemahan institusional pada waktu sebelumnya. 
Myrdal (1957) dalam Jhingan (2007) berpendapat bahwa 
pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler 
yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka 
yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik 
(backwash effect) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini 
semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan 
ketimpangan regional diantara negara-negara terbelakang. 
Spread effect didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang 
menguntungkan (favorable effect), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan 
investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. Backwash effect 
didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (infavorable effect) yang 
mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar termasuk aliran modal ke 
wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi 
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wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi 
perkembangan wilayah inti. Lebih lanjut, Myrdal mengemukakan ketimpangan 
regional terjadi akibat besarnya pengaruh backwash effect dibandingkan 
dengan spread effect di negara-negara terbelakang. 
Myrdal menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah akan 
mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak baik (backwas effect) 
dan dampak sebar (spread effect). Backwash effect) terjadi saat pertumbuhan 
ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan terjadinya 
perpindahan sumber daya (tenaga kerja, modal, dll) dari wilayah di sekitarnya 
(mis: wilayah B). sehingga wilayah A (yang awalnya merupakan wilayah yang 
lebih maju dibandingkan wlayah B), akan semakin maju dan wilayah B akan 
semakin tertinggal. Spread effect terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu 
wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan pertumbuhan wilayah disekitarnya 
(mis: wilayah B), yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri 
yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut, dan sentra-sentra yang 
mempunyai industry barang-barang konsumsi akan terangsanag. Selanjutnya 
Mrydal menyimpulkan ketimpangan wilayah disebabkan oleh lemahnya 
dampak sebar (spread effect) dan kuatnya dampak balik (backwash effect). 
Kuznets (1957) dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu 
hipotesis yang terkenal dengan sebutan “Hipotesis U terbalik”. Hipotesis ini 
dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah 
negara didunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terdapat trade-off 
antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena 
pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada 
sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan 
tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor 
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modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena 
perkembangan disektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor 
tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang , pada saat kondisi ekonomi 
mencapai tingkat kedewasaan (maturity) dan dengan asumsi mekanisme 
pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa 
sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan 
output antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat 
pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata-nya yang semakin tinggi 
di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan. 
Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznet tersebut 
dilakukan oleh Williamson (1965) dalam Tambunan (2003). Williamson untuk 
pertama kalinya menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan 
membobot perhitungan coeffisient of variation (CV) dengan jumlah penduduk 
menurut wilayah. Dalam studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal 
pembangunan ekonomi disparitas dalam pendapatan akan membesar dan 
terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif 
maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur, dan SDM. 
Kemudian dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi 
konvergensi dan ketimpangan wilayah akan mengalami penurunan.   
Ukuran ketimpangan wilayah untuk menganalisis seberapa besar 
kesenjangan antar wilayah/daerah, ada beberapa pendekatan yang dapat 
digunakan, dan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 
dengan melalui perhitungan Indeks Williamson. Weigthed Coefficient Variation 
(CV) merupakan indeks variasi pendapatan antar daerah dalam suatu wilayah. 
Keunggulan koefisien variasi adalah mudah dan praktis untuk melihat 
disparitas antar daerah. Koefisien yang diperoleh dikenal sebagai koefisien 
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variasi Williamsom. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan 
PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Pada 
dasarnya Indeks Williamsom merupakan koefisien persebaran (coefficient of 
variation) dan rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-
nilai PDRB dan penduduk daerah. Dimana, Jeffrey Williamson menyimpulkan 
bahwa ketidakmerataan yang timbul berdampak sedikit terhadap akumulasi 
modal Amerika pada abad ke-19 dan untuk Inggris tidak berdampak sama 
sekali. Namun ketidakmerataan yang timbul memang memegang peranan 
penting dalam sulitnya akumulasi modal.  
Berdasar prinsip kausasi sirkuler kumulatif, dapat dijelaskan terjadinya 
ketidakmerataan (ketimpangan) ekonomi (internasional, nasional dan 
regional). Apabila proses kausasi sirkuler kumulatif dibiarkan bekerja atas 
kekuatan sendiri, maka akan menimbulkan pengaruh merambat yang 
espansioner di suatu pihak (spread effects) dan pengaruh pengurasan 
(backwash effects). Strategi campur tangan pemerintah yang dikehendaki 
adalah pengambilan tindakan kebijakan yang melemahkan backwash effects 
dan memperkuat spread effects, agar supaya proses kausasi sirkuler 
kumulatif mengarah ke atas, dan dengan demikian semakin memperkecil 
ketimpangan. Ketimpangan sangat tidak dikehendaki oleh semua bangsa, dan 
sebaliknya doktrin kemerataan dan persamaan melahirkan ajaran 
keseimbangan umum (general equilibrium). 
Adisasmita (2007), Untuk menanggulangi masalah keterbelakangan, 
ketidakmerataan dan kemiskinan dalam pembangunan dihadapi proses 
lingkaran tidak berujung pangkal (vicious circle). Daerah yang terbelakang 
karena mesyarakatnya miskin, mereka menjadi miskin karena mereka 
terbelakang (kapasitas sumber daya manusianya lemah serta kesediaan 
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prasarana dan sarana pembangunan terbatas). Ketimpangan antara daerah 
perkotaan dan daerah pedesaan yang cenderung bertambah semakin besar, 
demikian pula dalam hal kesenjangan antar daerah akan menjadi besar.  
Ekspansi di suatu tempat (misalnya daerah perkotaan) mempunyai 
pengaruh yang merugikan (backwash effects) terhadap tempat lain atau 
tempat di sekitarnya (daerah pedesaan). Arus perpindahan tenaga kerja 
(migrasi), perpindahan modal dan perdagangan merupakan sarana bagi 
proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang bernasib baik dan 
mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak baik. Karena migrasi itu 
sifatnya selektif (yaitu dilakukan oleh penduduk yang memiliki kemampuan 
dan keterampilan), maka cenderung akan menguntungkan daerah atau 
tempat yang sedang mengalami ekspansi yang cepat dan merugikan daerah-
daerah lainnya.  
 
2.1.2 Desentralisasi Fiskal 
Dalam rangka sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrassi 
pada masa pemerintahan orde baru, Undang-undang No.5 tahun 1974 yang 
mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dibentuk. Undang-
undang tersebut telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah 
yang dirangkum dalam tiga prinsip: pertama,  Desentralisasi yang 
mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah daerah 
tingkat atasnya kepada daerah. Kedua, dekonsentrasi yang berarti 
pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala 
instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Ketiga, 
tugas perbantuan (medebewind) yang berarti pengkoordinasian prinsip 
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desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah. Akibat prinsip ini dikenal 
adanya otonom dan wilayah administrative. 
Lahirnya kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan 
diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 
kemudian disusul dengan kebijakan desentralisasi fiskal dengan landasan UU 
No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah tidak terlepas dari tuntutan reformasi yang bergulir beberapa 
tahun sebelumnya, dimana puncak tuntutan reformasi tersebut terjadi pada 
tahun 1998. 
Mardiasmo (1999), mengemukakan bahwa salah satu unsur reformasi 
total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah 
kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua 
alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang 
lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas 
pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan 
demokrasi di daerah. Arahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari 
pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah 
cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan 
pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Bastin dan Smoke (1992) dalam Mardiasmo (2002), besarnya arahan 
dari pemerintah pusat itu didasarkan pada dua alasan, yaitu untuk menjamin 
stabilitas nasional, dan karena kondisi sumber daya manusia daerah yang 
dirasa masih relatif lemah. Karena dua alasan ini, sentralisasi otoritas 
dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan 
nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pandangan 
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ini terbukti benar. Sepanjang tahun 70-an dan 80-an misalnya, Indonesia 
mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang 
mantap. Namun dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu telah 
memunculkan masalah rendahnya akuntabilitas, memperlambat 
pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-
proyek publik, serta memperlambat pengembangan kelembagaan social 
ekonomi di daerah.  
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan 
menentukan aturan sendiriberdasarkan perundang-undangan, dalam 
memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang 
dimiliki oleh daerah. 
Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perimbangan 
keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan bagian 
pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara dan 
dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan 
pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugas bantukan kepada 
daerah. 
Menurut Sondakh (1999) dalam Tambunan (2001), ada tiga faktor 
yang memicu bangkitnya tuntutan tersebut, yakni sentiment regional, 
ketimpangan dan ketidakberdayaan ekonomi, dan represi dan pelanggaran 
hak-hak masyarakat lokal. Dari ketiga faktor tersebut, ketimpangan 
merupakan faktor pemicu paling utama. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
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di Aceh atau di Irian Jaya tidak akan menuntut merdeka apabila selama 
pemerintahan Orde Baru pembagian penghasilan dari ekspor SDA yang 
mereka miliki dilakukan secara adil.  
Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. 
Dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan 
dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah 
Daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai 
baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan 
Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.  
Dalam era otonomi daerah, manajemen keuangan daerah yang baik 
merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektifitas dan 
efesiensi pemerintah dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam hubungan 
antar pusat dan daerah, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana 
perimbangan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka mendukung 
pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. 
Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber 
penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan 
daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan 
lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan Keuangan Pusat-
Daerah  merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari 
Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan 
daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, 
dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi 
dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar 
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otonom. Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka 
otonomi daerah adalah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah 
(equalizing transfer) (Ehtisham, 2002) dalam (Solihin, 2012). Penggunaan 
DAU, DBHP dan DBH SDA (block grants)diserahkan pada kebijakan masing-
masing daerah. Pada penerapannya DAU banyak dimanfaatkan untuk 
membiayai pengeluaran rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai 
dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai Pemda, 
sedangkan penggunaan DAK telah ditentukan oleh pemerintah pusat. 
Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk 
memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah 
(horizontal imbalance). Melalui kebijakan bagi hasil SDA diharapkan 
masyarakat daerah dapat merasakan hasil dari sumber daya alam yang 
dimilikinya. Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi 
ketimpangan vertikal (vertical imbalance) pusat-daerah. Walaupun Indonesia 
terkenal sebagai daerah yang kaya akan SDA tetapi persebarannya tidak 
merata di seluruh daerah. Daerah kaya SDA misalnya Riau, Kalimantan 
Timur, Aceh, dan Papua akan mendapatkan dana bagi hasil yang relatif lebih 
besar jika dibandingkan dengan daerah lain yang miskin sumber daya alam. 
Pada sisi yang lain Jakarta dan kota besar lainnya akan memperoleh dana 
bagi hasil pajak (PBB, BPHTB, dan PPh) yang cukup besar, sebagai 
konsekuensi terkonsentrasinya pusat bisnis di kota metropolitan. Fenomena 
seperti ini akan berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan fiskal antar 
daerah, yang pada akhirnya melalui kebijakan ekspansi pengeluaran 
pemerintah daerah dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan 
antardaerah dan wilayah, Mardiasmo (2002). 
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Belajar dari pengalaman internasional, pelaksanaan otonomi daerah 
tidak selalu harus dibiayai oleh pendapatan yang berasal dari daerah itu 
sendiri. Namun, secara pasti dapat dikatakan bahwa apabila semakin maju 
industri suatu Negara maka pelaksanaan demokrasi akan semakin baik. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis akan tercermin 
dalam pelaksanaan otonomi daerah yang semakin besar. Pelaksanaan 
otonomi yang semakin besar tersebut dari aspekkeuangan tercermin dari 
expenditure ratio yang cenderung semakin besar. Dengan demikian, 
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam suatu negara tidak selalu 
harus diukur dari besarnya peranan PAD untuk membiayai seluruh aktivitas 
pemerintahan daerah. 
Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua 
manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa 
dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong 
pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan 
memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing 
daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui 
pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang 
paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, Mardiasmo 
(2002). 
Momentum daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-
baiknya oleh pemerintah daeah untuk mengoptimalkan membangun 
daerahnya. Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh pemerintah 
daerah adalah melakukan perbaikan lembaga  (institutional reform), perbaikan 
system manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Oleh 
karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, 
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pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (rethinking government) 
yang kemudian diikuti dengan reinventing government untuk menciptakan 
pemerintahan baru yang lebih baik.  
 
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 
Setiap negara di dunia ini sudah lama menjadikan pertumbuhan 
ekonomi sebagai target ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor 
yang paling penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara untuk 
jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap 
sebagai sumber peningkatan standar hidup (standar of living) penduduk yang 
jumlahnya terus meningkat. 
Kuznets dalam kuliahya pada peringatan Nobel dalam Jhingan (2007) 
mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang 
dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis 
barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai 
dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis 
yang diperlukannya. 
Defenisi ini memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi 
suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan 
barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi 
yang menentukan derajad pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan 
aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara 
luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan 
ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat 
manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Teknologi modern misalnya, tidak 
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cocok dengan corak/kehidupan desa, pola keluarga besar, usaha keluarga, 
dan buta huruf. 
Tarigan (2005), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah 
adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi 
di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang 
terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga 
berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke 
kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam niali riel, artinya dinyatakan 
dalam harga konstan. Biasanya BPS dalam menerbitkan laporan pendapatan 
regional tersedia angka dalam harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan 
wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang 
beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), 
yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah 
tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai 
tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi 
transfer-payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau 
mendapat aliran dana dari luar wilayah. 
Dalam Tambunan (2003), mengemukakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu 
keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan 
kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan 
sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, 
maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. 
Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, 
pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja 
(sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan 
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penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam 
pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang 
selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan 
peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan 
kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat 
(barang dan jasa) atau PDB yang terus menerus. Dalam pemahaman 
ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang 
berarti peningkatan Pendapatan Nasional. 
Razak (2009), aktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di 
suatu Negara atau daerah dapat dilihat hasilnya pada dampak yang 
ditimbulkannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di 
Negara atau daerah tersebut. Salah satu indicator dimana hasil pembangunan 
ekonomi yang dilaksanakan di suatu Negara tau daerah itu dapat dilihat 
secara langsung adalah pada adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 
Negara atau daerah yang bersangkutan.  
Teori-teori awal pertumbuhan ekonomi umunya menyoroti masalah 
pentingnya akumulasi modal. Artinya, sebuah Negara atau daerah bisa 
menjadi kaya jika ia memiliki  kemampuan untuk mengakumulasi modal. 
Sebaliknya, Negara atau daerah yang tidak memiliki akses terhadap modal 
akan terus miskin. Ini antara lain kesimpulan dari model Harrod-Domard pada 
tahun 1940-an dan model Kaldor serta Solow-Swan pada tahun 1950-an. 
Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap 
yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa 
bercocok tanam, perdagangan, dan yang terahir adalah tahap perindustrian. 
Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke 
masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi 
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akan semakin terpacu dengan adanya system pembagian kerja antar pelaku 
ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu 
input (masukan) bagi proses produksi. 
Karl Marx dalam bukunya Das Kapital dalam Kuncoro (1997) membagi 
evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dimulai dari feodalisme, 
kapitalisme dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Evolusi 
perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan 
yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi  dimana 
perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan tanah 
merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar tertinggi 
relatif  terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi yang ada 
menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, dimana masyarakat 
yang semula agraris-feodal kemudian mulai beralih menjadi masyarakat 
industri yang kapitalis. 
Seperti halnya pada masa feodal, pada masa kapitalisme ini para 
pengusaha merupakan pihak yang memiliki tingkat posisi tawar menawar 
tertinggi relatif terhadap pihak lain khususnya kaum buruh. Marx 
menyesuaikan asumsinya terhadap cara pandang ekonomi klasik ketika itu 
dengan memandang buruh sebagai salah satu input dalam proses produksi. 
Artinya buruh tidak memiliki posisi tawar menawar sama sekali terhadap para 
majikannya, yang merupakan kaum kapitalis. Konsekuensi logis penggunaan 
asumsi dasar tersebut adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi besar-
besaran yang dilakukan para pengusaha terhadap buruh. Eksploitasi terhadap 
kaum buruh dan peningkatan pengangguran yang terjadi akibat subtitusi 
tenaga manusia dengan input modal yang padat kapital, pada akhirnya akan 
menyebabkan revolusi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh. Fase ini 
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merupakan tonggak baru bagi munculnya suatu tatanan sosial alternatif di 
samping tata masyarakat kapitalis, yaitu tata masyarakat sosial. 
Teori Rostow didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah 
dialami oleh Negara-negara maju terutama di Eropa dari mulai abad 
pertengahan hingga abad modern, maka kemudian Rostow memformulasikan 
pola pembangunan yang ada  menjadi tahap-tahap evolusi dari suatu 
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. 
Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu Negara 
menjadi lima tahap yaitu: (1) tahap perekonomian tradisional; (2) tahap 
prakondisi tinggal landas; (3) tahap tinggal landas; (4) tahap menuju 
kedewasaan; (5) tahap konsumsi massa tinggi.   
Jhingan (2007), model pertumbuhan Harrod-Domar dibangunn 
berdasarkan pengalaman Negara maju. Kesemuanya terutama dialamatkan 
kepada perekomomian kapitalis maju dan mencoba menelaah persyaratan 
pertumbuhan mantap (steady growth) dalam perekonomian seperti itu. 
Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi 
didalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda 
yang dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan, dan kedua, ia 
memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan 
stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai “dampak permintaan” dan 
yang kedua “dampak penawaran” investasi. Karena itu, selama investasi netto 
tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa . namun 
demikian, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada 
pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output 
tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat 
kapasitas produktif modal meningkat. Kalau tidak, setiap perbedaan antara 
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keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas 
nganggur (idle). Hal ini memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran 
investasinya sehingga akhirnya akan berepengaruh buruk pada perekonomian 
yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan 
menggeser perekonomian keluar jalur ekuilibrium pertumbuhan mantap. Jadi 
apabila pekerjaan hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka 
investasi harus senantiasa diperbesar. Ini lebih lanjut memerlukan 
pertumbuhan pendapatan nyata secara penuh atas stok modal yang sedang 
tumbuh. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan ini dapat disebut 
sebagai “tingkat pertumbuhan terjamin” (warranted rate of growth) atau 
“tingkat pertumbuhan kapasitas penuh”. 
Dalam Jhingan (2007), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 
dua macam faktor, faktor ekonomi dan non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
suatu Negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia 
modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor 
ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga 
sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak 
menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, 
nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non-ekonomi.  
Dalam suatu studinya, Bauer dalam Jhingan (2007)  menunjukkan 
bahwa penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah , kemampuan, 
kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilai, tujuan dan 
motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan. 
Salah satu dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat 
perekonomian suatu wilayah adalah dengan menggunakan besaran nilai 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB disajikan atas dasar 
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harga berlaku (sesuai dengan pasar/transaksi pada tahun penghitungan) dan 
atas dasar harga konstan (harga pasar pada tahun tertentu).  
Perubahan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 
penghitungan masih memuat akibat terjadinya inflasi/deflasi sehingga tidak 
memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riel. Sebaliknya, 
PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pasar pada tahun 
tertentu, sehingga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh 
inflasi/deflasi. 
Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah 
dipengaruhi oleh besarnya sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan dan 
macamnya, jumlah dan mutu sumberdaya manusia, kebijaksanaan 
pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana. Dalam 
menghitung pendapatan regional, memasukkan seluruh nilai tambah yang 
dihasilkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan usahanya 
disuatu wilayah atau daerah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor 
produksi. Dengan demikian, PDRB secara keseluruhan menunjukkan 
kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa 
kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi 
di daerah tersebut. 
Horst Sieber (1969) dalam Razak (2009), menjelaskan bahwa 
terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah adalah 
disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal yang 
dimaksud adalah potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh 
masing-masing daerah (region), ketersediaan sarana dan prasarana 
pendukung kegiatan ekonomi, seperti fasilitas transportasi, ketersediaan pasar 
bagi barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh daerah yang 
28 
 
 
 
bersangkutan, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat 
mobilitas perpindahan faktor produksi tenaga kerja, modal dan teknologi serta 
barang dan jasa dari dan ke masing-masing daerah (region) tersebut. 
Razak (2009), mengemukakan bahwa Dalam melaksanakan kegiatan 
pembangunan ekonominya, maka setiap daerah akan membutuhkan faktor-
faktor produksi, dimana faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh setiap 
daerah tersebut tidak seluruhnya tersedia di dalam daerahnya. Demikian pula 
bahwa senantiasa terjadi perbedaan jenis, jumlah dan kualitas faktor produksi 
yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga tidak mampu untuk menghasilkan 
sendiri seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Disamping itu, 
untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan, maka pasar domestik 
setiap Negara tidak mampu menyerapnya, sehingga harus dipasarkan pula ke 
daerah-daerah atau Negara-negara lain. Akibatnya, pembangunan ekonomi di 
setiap daerah, selain ditentukan oleh faktor di dalam daerah (faktor internal) 
juga akan sangat tergantung kepada faktor-faktor eksternal, yakni faktor 
penentu yang berasal dari luar daerah atau luar negeri. Besarnya pengaruh 
faktor-faktor penentu eksternal tersebut bagi setiap daerah adalah sangat 
ditentukan oleh ketersediaan sumber daya ekonomi di masing-masing daerah 
tersebut. 
 
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah 
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan 
fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan 
kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi serta menciptakan 
pendapatan yang lebih merata.  
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Peran distribusi pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur 
penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Disisi penerimaan, 
pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan 
sah lainnya untuk kemudian direstribusikan secara adil dan proporsional. 
Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya. 
Khusus bagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, 
kegiatan pemerintah pada umumnya selalu meningkat sehingga pengeluaran 
pemerintah juga meningkat yang mempengaruhi aktivitas perekonomian 
sehingga melancarkan proses pembangunan dan kemungkinannya untuk 
mendorong produksi domestik. Hal ini terlihat dari besarnya pengeluaran 
pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. 
Ada kaidah yang berusaha menjelaskan meningkatnya pengeluaran 
pemerintah dibarengi dengan meningkatnya kegiatan perekonomian. Kaidah 
ini terkenal dengan hokum Wagner yang menjelaskan adanya hubungan yang 
positif antara pengeluaran pemerintah dan aktivitas perekonomian yang jika 
dihubungkan dengan keadaan Indonesia, maka wajar pengeluaran 
pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. 
Musgrave dan Rostow mengembangkan model pembangunan tentang 
pengeluaran pemerintah, yang menghubungkan perkembangan pengeluaran 
pemerintah dengan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. 
Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap 
perkembangan ekonomi dari negara tersebut. Pada tahap awal 
perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk 
investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur. Pada tahap 
ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana publik, misalnya 
pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah 
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pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan 
ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai 
berkembang. Pada tahap menengah ini peranan pemerintah masih tetap 
besar karena peranan swasta yang semakin besar ini akan banyak 
menimbulkan kegagalan pasar dan juga pemerintah harus banyak 
menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan 
dengan kualitas yang lebih baik. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, 
pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
Menurut Musgrave dan Rostow pada tahap lanjutan pembangunan 
ekonomi, investasi swasta dalam persentase GNP semakin besar, dan 
investasi pemerintah dalam persentase GNP semakin kecil. Melalui teori ini 
Musgrave dan Rostow berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah akan beralih dari penyediaan barang dan jasa publik menjadi 
pengeluaran unutuk meningkatkan kesejaterahan masyarakat dan aktivitas 
social, misalnya program kesehatan hari tua, program kesehatan masyarakat, 
dan lain sebagainya. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang 
dikemukanakan oleh Musgrave dan Rrostow ini dalah uatu pandangan yang di 
dasarkan pada pengamatan-pengamatan di banyak Negara, tetapi tidak 
didasarakan oleh suatu teori tertentu. 
Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan 
pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap 
GNP yang juga di dasarkan pula pengamatan di Negaranegara Eropa, 
Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya 
dalam suatu bentuk hukum, sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, 
apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran 
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pemerintah juga akan meningkat. Wagner menyadari dengan tumbuhnya 
perekonomian hubungan antara industri, industri dan masyarakat dan 
sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini Wanger 
menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang 
terutama pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam 
masyarakat, hukum, pedidikan, rekreasi, dan sebagainya. 
Namun Hukum Wagner ini mempunyai kelemahan dimana hukum 
tersebut tidak didasari oleh teori pemilihan barang-barang publik, namun 
didasarkan pada suatu teori organis mengenai pemerintah dalam aktivitasnya. 
Teori Peacock dan Wiserman didasari oleh suatu pandangan bahwa 
pemerintah senantiasa untuk meningkatkan pengeluaran yang dilain pihak 
oleh  masyarakat hal tersebut tidak disetujui karena akan memperbesar 
jumlah pajak yang hendak dibayar. Sehingga teori ini berbasis pada teori 
pemungutan suara. Bunyi teori Peacock dan Wiserman sebagai berikut: 
“perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin 
meningkat walaupun tarif pajak tak berubah, dan meningkatnya penerimaan 
pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat,. Oleh 
karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan 
penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga pengeluaran pemerintah 
semakin besar”. 
Peacock dan Wiserman menjelaskan dalam teori ini bahwa 
masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat 
dimana masyarakat memahami besarnya jumlah pajak yang dipungut oleh 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga hal ini 
merupakan hambatan bagi pemerintah untuk menetapkan pemungutan pajak 
secara sepihak. 
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Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwa pemberian otonomi yang luas 
dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati pemerintah daerah kabupaten 
dan kota, memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan 
pembaharuan dalam sisitem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran 
daerah. Kemunculan UU No.22 dan 25 tahun 1999 tentang perimbangan 
keuangan pemerintah pusat telah melahirkan paradigma baru dalam 
pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan 
keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan 
pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik 
(public Oriented) sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama 
dalam mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan kebutuhan di daerah 
tersebut yang lebih berbasis pada kepentingan publik, yang selanjutnya akan 
menumbuhkan pembangunan ekonomi wilayah yang lebih merata. 
Razak (2009), mengemukakan bahwa salah satu strategi yang dapat 
digunakan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah melalui pengeluaran 
pemerintah pada peningkatan pengeluaran pembangunan yang bertujuan 
untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor-sektor 
yang potensial dikembangkan pada kawasan tertentu  yang memiliki faktor 
atau sember daya pendorong pertumbuhan (growing faktors). Oleh karena itu, 
dalam implementasinya, strategi pengembangan daerah perlu diarahkan pada 
sektor-sektor tertentu dalam suatu kawasan tertentu atau ditujukan untuk 
pengembangan antar sektor dalam suatu wilayah/daerah atau natar 
wilayah/daerah. Strategi pembangunan ekonomi daerah seperti ini akan 
mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat 
sekaligus akan mendorong terciptanya pemerataan dan stabilitas wilayah. 
Penerapan strategi pembangunan seperti ini adalah mengaitkan antara 
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kebijakan sektoral dengan kewilayahan melalui strategi konsolidasi dan 
strategi ekspansi serta strategi integrasi yang diseduaikan dengan 
karakteristik sektor dan daerah/wilayah bersangkutan. 
Pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi daerah yang 
berlandaaskan pertumbuhan ekonomi antar sektor dan lintas sektor ekonomi 
serta antar wilayah dan lintas wilayah pada dasarnya dapat mewujudkan 
keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah, sehingga 
stabilitas dan pemerataan dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa 
stabilitas pembangunan ekonomi daerah harus terintegrasi, baik dalam bentuk 
keterkaitan antar sektor ekonomi maupun antar wilayah atau antar daerah. 
Dimana strategi ini dijankan dengan menerapkan strategi pembangunan tidak 
seimbang, dimana daerah pusat-pusat pertumbuhan dengan harapan akan 
dapat tercipta keterkaitan antar daerah yang selanjutnya akan tercipta daerah 
yang lebih maju akan mendorong daerah yang teringgal.   
Adisasmita (2007), mengemukakan bahwa melalui pengeluaran 
pembangunan, penyusuan rencana dan kebijaksanaan pembangunan yang 
aplikatif harus senantiasa mempertimbangkan kemampuan dan potensi 
masing-masing wilayah serta masalah-masalah mendesak yang dihadapi, 
sehingga upaya-upaya pembangunan yang berlangsung dalam tiap-tiap 
wilayah benar-benar sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah. Hal ini 
berarti bahwa peningkatan pembangunan sektoral yang akan tersebar di 
seluruh wilayah, sejauh mungkin akan dikaitkan dengan upaya pembangunan 
wilayah, baik untuk mengatasi permasalahan yang mendesak maupun untuk 
mengembangkan sumber-sumber potensial yang terdapat di dalam 
lingkungan masing-masing wilayah. Selanjutnya dalam implementasinya 
harus diperhatikan metode atau cara yang tepat digunakan agar supaya dapat 
34 
 
 
 
mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan yang dikehendaki, 
yaitu pemerataan wilayah. 
 
2.1.5 Hubungan Teoritis Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi  
 dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Wilayah 
Dalam pembahasan ini akan dilihat bagaimana pengaruh tingkat 
pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
ketimpangan wilayah. 
Pertama, pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan wilayah. 
Sampai akhir-akhir ini, hampir semua Negara baik di Negara-negara maju 
maupun di Negara-negara berkembang berfokus pada hubungan-hubungan 
antara pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan output. Hal ini 
tidaklah mengagetkan karena seperti yang telah kita ketahui tujuan 
pembangunan adalah memaksimalkan tingkat pertumbuhan output secara 
bersama-sama. Sebagai hasilnya, dampak atau pengaruh pendidikan 
terhadap pemerataan pendapatan dan usaha penghapusan kemiskinan 
absolut sebagian besar tersendat-sendat. Akan tetapi, studi-studi yang baru 
telah memperlihatkan bahwa disamping sebagai kekuatan yang umum untuk 
mengusahakan kebersamaan, sistem-sistem pendidikan di berbagai Negara 
yang sedang berkembang lebih banyak menciptakan peningkatan dari pada 
mengurangi ketimpangan-ketimpangan pendapatan ini, Todaro (2006). 
 Sjafrizal (1997), mengemukakan bahwa salah satu faktor yang 
mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah perbedaan kondisi 
demografis, dimana yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan 
dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, 
perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan 
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kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. 
Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai 
produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong 
peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan 
lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.  
Sumber daya manusia merupakan salah satu modal yang penting bagi 
pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Prahara (2010) dalam Hariyanto 
(2010), sumber daya yang dicerminkan pada kualitas pendidikan, kualitas 
kesehatan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia berhubungan dengan proses 
produksi. Tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang 
pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja merupakan modal utama bagi suatu 
daerah untuk berproduksi.  
Kualitas sumber daya manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah. Apabila kualitas sumber daya manusia di suatu daerah 
baik, maka diharapkan perekonomiannya juga akan lebih baik. Kualitas 
sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, atau 
indikator-indikator lainnya. Tingkat pendidikan yang baik akan mempengaruhi 
perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk, sehingga akan 
meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta menentukan kemampuan 
dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. 
Adisasmita (2007), mengemukakan bahwa daerah-daerah yang 
terbelakang atau tertinggal itu mempunyai ketergantungan yang kuat dengan 
daerah luar, mereka melakukan kegiatan pembangunan ekonomi untuk 
menghilangkan keterbelakangan (backwardness) yang berarti pula untuk 
mengurangi ketergantungan (dependency), namun dalam upaya 
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pembangunan ekonomi dihadapi hambatan di bidang sosial (sikap, perilaku, 
dan pandangan hidup, kelembagaan, ilmu pengetahuan dan teknologi). 
Daerah-daerah yang terbelakang harus melakukan perubahan yang mendasar 
atau fundamental untuk mampu hidup berdiri sendiri, untuk tidak 
ketergantungan dan mampu melakukan perubahan fundamental diperlukan 
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berketerampilan. 
Teori sumber daya manusia dan paradigma ketidaktergantungan 
dengan daerah lain merupakan pendekatan dasar yang prospektif untuk 
melakukan perubahan dan pembangunan ekonomi sosial dalam upaya 
mencapai sasaran jangka panjang, yaitu penguatan kemandirian lokal atau 
lokalitas itu sangat penting dan harus dipertimbangkan dalam pendekatan 
pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah lain agar 
tidak terjadi ketimpangan wilayah yang semakin melebar. Dan dalam hal 
peningkatan kualitas sumber daya  manusia, maka diperlukan peningkatan 
mutu pendidikan, derajat kesehatan, perbaikan gizi, yang diharapkan akan 
menumbuhkan inisiatif atau prakarsa untuk menciptakan lapangan kerja baru, 
dengan demikian produktivitas nasional dan regional dapa ditingkatkan. 
Tarigan (2005), mengemukakan bahwa sebetulnya apa yang diuraikan 
hingga saat ini adalah yang berkaitan dengan rencana pengembangan fisik 
dan struktur perekonomian. Perlu diingat bahwa pengembangan 
perekonomian, baik nasional maupun regional banyak ditentukan oleh kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengambil peran dalam gerak 
perekonomian. Sejalan dengan itu langkah-langkah untuk memperbaiki mutu 
SDM perlu terus digalakkan melalui pendidikan. Mutu SDM dibagi dalam dua 
aspek, yaitu aspek keahlian/keterampilan dan aspek moral/mental. Semakin 
tinggi kualitas SDM suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah 
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bersangkutan juga akan semakin meningkat, yang selanjutnya pertumbuhan 
ini tidak memberikan efek stimulus bagi daerah lain yang lebih tertinggal 
khususnya di daerah pedesaan, sehingga akan meningkatkan ketimpangan 
wilayah. 
Kedua, pengaruh pengeluaran permerintah terhadap ketimpangan 
wilayah. Secara garis besar, pengeluaran pemerintah terbagi atas tiga bagian 
yaitu sebagai berikut: pengeluaran pemerintah untuk kebijakan pertumbuhan 
ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa 
(Exhausative), pengeluaran pemerintah untuk subsidi (Government Transfer 
Payment). 
Pengeluaran pembangunan terdiri dari bantuan proyek dan bantuan 
program dimana bantuan proyek tersebut diarahkan untuk menciptakan 
prasarana dan sarana publik lewat pengadaan berbagai proyek yang 
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 
tingkat kemiskinan, (Arsyad, 1992). 
Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh 
sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah 
yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan 
cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga 
ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi 
jika sebaliknya dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau 
federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan kedaerah 
sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana 
pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan 
pembangunan antar wilayah adalah alokasi untuk pengeluaran pembangunan, 
antar lain alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan 
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listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan 
produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat 
meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut, Syafrizal (2008). 
Pada Negara-negara sedang berkembang, ketimpangan wilayah dan 
kesejahteraan sangat lebar. Pengeluaran pemerintah cenderung untuk 
mempersempit jurang perbedaan tersebut, dimana pengeluaran pemerintah di 
bidang pendidikan, kesehatan dan medis akan meningkatkan mutu sember 
daya manusia yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi yang 
meningkat lewat kenaikan pengeluaran pemerintah, lapangan kerja meluas 
dan menyebar yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu 
meningkatkan kemampuan industrialisasi sehingga daerah yang tadinya 
tertinggal mampu berkembang dan memperkecil ketimpangan yang ada 
(Jhingan, 2007). 
Ketiga, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 
wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan setiap Negara adalah 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu memacu perkembangan 
ekonomi secara makro. Namun hal tersebut seringkali menyebabkan 
pendapatan antar daerah kurang merata akibat sumber daya alam dan 
keadaan geografis yang dimiliki oleh beberapa daerah kurang memadai 
dibanding dengan daerah-daerah yang maju. 
Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan merupakan fungsi dari waktu. 
Pada tahap awal pembangunan, perbedaan laju pertumbuhan ekonomi 
regional yang cukup besar antar daerah telah mengakibatkan ketimpangan 
wilayah. Namun dalam jangka panjang, ketika faktor-faktor produksi di daerah 
semakin dioptimalkan dalam pembangunan maka perbedaan laju 
pertumbuhan output antar daerah akan cenderung menurun. Kondisi tersebut 
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sesuai dengan hipotesa kuznets yang dikenal dengan hipotesa U terbalik 
(interved U hypothesis Kuznets), yang menyatakan bahwa kesenjangan 
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang berbentuk 
U terbalik seiring waktu yang berjalan. 
Dalam buku klasiknya yang berjudul Poverty, Inequality, and 
Development, Gary Fields dalam Todaro (2006), menunjukkan penggunaan 
kurva Lorenz untuk menganalisis tiga kasus terbatas dalam pembangunan 
dualistik. Ia membedakannya dalam tiga tipologi pembangunan. Pertama, 
tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern (modern-sektor enlargement), 
dimana  usaha pengembangan ekonomi dua sektor (sektor industri modern 
dan sektor pertanian tradisional) bertumpu pada pembinaan dan pemekaran 
ukuran sektor modern dengan mempertahankan tingkat upah di kedua sektor. 
Kedua, tipologi pertumbuhan pengayaan (enrichment) sektor modern. Di sini 
perekonomian memang tumbuh, tetapi yang benar-benar menikmati buah 
pertumbuhan itu hanya terbatas pada segelintir orang yang berkecimpung di 
sektor modern, sedangkan jumlah pekerja maupun tingkat upah kaum pekerja 
di sektor tradisional tetap. Ketiga, tipologi pertumbuhan pengayaan 
(enrichment) sektor tradisional. Dalam tipologi pertumbuhan ini, hamper 
semua manfaat pertumbuhan tercurah secara merata ke para pekerja di 
sektor tradisional, dan hanya sedikit saja atau bahkan tak ada yang dinikmati 
oleh sektor industri modern. 
Ketiga tipologi ini menawarkan prediksi yang berbeda-beda mengenai 
apa yang akan terjadi terhadap ketimpangan pendapatan akibat pertumbuhan 
ekonomi. Dengan pengayaan sektor  modern, ketimpangan akan semakin 
meningkat, sementara dalam kondisi yang memperkaya sektor tradisional, 
ketimpangan akan semakin menurun. Sebaliknya, dengan perluasan sektor 
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modern, mula-mula ketimpangan akan meningkat dan setelahnya menurun 
(Todaro, 2006).    
Pertumbuhan ekonomi daerah berbeda-beda intensitasnya akan 
menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan 
ketimpangan wilayah. Myrdal dan Friedman dalam Solihin (2012) 
menyebutkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan daerah akan menuju 
kepada divergensi. Hirschman dalam Solihin (2012) mengemukakan konsep 
pengembangan wilayah yaitu dalam suatu wilayah atau daerah yang cukup 
luas hanya terdapat beberapa titik pertumbuhan (growth center), dimana 
industri berada pada suatu kelompok daerah tertentu sehingga menyebabkan 
timbulnya daerah pusat dan daerah belakang (hinterland). Untuk mengurangi 
ketimpangan ini perlu memperbanyak titik-titik pertumbuhan baru. 
Menurut Hirschman, seperti dikutip oleh Solihin (2012) bila terjadi 
pembangunan di suatu wilayah akan terdapat daya tarik kuat yang 
menciptakan konsentrasi pembangunan dan tergantung pada potensi wilayah 
yang dimiliki masing-masing wilayah. Sedangkan Esmara seperti dikutip oleh 
Solihin (2003) menyatakan konsep pusat pertumbuhan sebagai alat 
perumusan kebijaksanaan yang seringkali menjadi pertentangan antara 
kepentingan wilayah dan nasional terutama dalam penentuan lokasi dan dapat 
menimbulkan pertumbuhan yang tidak seimbang. 
 
2.2 Tinjauan Empiris 
Telah banyak penelitian mengenai ketimpangan wilayah di Indonesia, 
baik yang dalam skala nasional, maupun dalam skala regional. Beberapa 
penelitian tentang ketimpangan wilayah yang menjadi tinjauan penelitian 
empiris penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Penelitian Suyanto (2010) yang meneliti Flypaper Effect Theory Dalam 
Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang memfokuskan pada data 
APBD, mengemukakan bahwa kebijakan dana desentralisasi membuat 
daerah otonom semakin tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat 
untuk membiayai pengeluarannya. Di sisi lain, kebijakan dana desentralisasi 
mendorong timbulnya flypaper effect, sehingga peningkatan dana 
desentralisasi yang ditransfer dari pemerintah pusat telah mendorong 
peningkatan pengeluaran daerah otonom secara lebih besar dibandingkan 
peningkatan pada kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini dapat terjadi 
kemungkinan adanya asymmetri information. Peningkatan dana desentralisasi 
telah mendorong pengeluaran daerah otonom menjadi semakin besar 
dibandingkan peningkatan pada kemampuan kapasitas fiskal daerah. Adanya 
keleluasaan daerah otonom dalam menyusun anggaran, serta menggunakan 
anggaran yang dimilikinya telah menyebabkan penurunan kemampuan 
kapasitas fiskal daerah, akibatnya daerah otonom kabupaten dan kota 
menjadi semakin tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat dalam 
bentuk dana desentralisasi. Selain itu, terjadinya penurunan koefisien 
ketimpangan fiskal vertikal daerah otonom pada pemerintah kabupaten dan 
kota ini disebabkan oleh meningkatnya tugas dan tanggung jawab yang 
dilimpahkan pada pemerintah kabupaten dan kota sesuai sasaran kebijakan 
otonomi dan desentralisasi fiskal. 
Uzantha (2011) yang meneliti Analisa Dampak Desentralisasi Fiskal 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Antar 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan hasil analisis 
dengan menggunakan persamaan regresi berganda dengan data panel serta 
metode yang digunakan adalah GLS (General Least Square) dengan Cross-
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Section Weight dan White Cross-Section yang telah dilakukan untuk 
mengetahui Analisis Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi 
Sumatera Barat selama 8 tahun periode penelitian yaitu 2002-2009, bahwa 
tingkat ketimpangan/kesenjangan wilayah antar kabupaten/kota Sumatera 
Barat selama pelaksanaan desentralisasi fiskal mengalami penurunan setiap 
tahunnya. Dengan melihat penurunan tingkat ketimpangan/kesenjangan 
wilayah dalam beberapa tahun terakhir, maka pelaksanaan desentralisasi 
fiskal berjalan baik dalam menurunkan kesenjangan wilayah. hal ini 
mengindikasikan bahwa terjadi pemerataan pembangunan di kabupaten/kota 
Sumatera Barat. 
Malahayati (2007) yang meneliti tentang Analisis Ketimpangan 
Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Kawasan Timur Indonesia, 
menunjukkan bahwa Kawasan Timur Indonesia memiliki ketimpangan 
pendapatan antar kabupaten/kota yang cukup besar. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut cenderung menurun pada tahun 
1996-2004. Nilai CVw yang diperoleh pada tahun 1993 sebesar 0,99113, 
sedangkan pada tahun 1996 nilainya meningkat menjadi 0,99136, dan pada 
tahun 1998 menurun menjadi 0,99077. 
Fatimah (2007) yang meneliti tentang Dampak Kebijakan 
Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar 
Provinsi Di Indonesia, mengemukakan hasil bahwa Indeks ketimpangan 
pendapatan antar propinsi di Indonesia dengan indicator PDRB konstan 1993 
berada pada kondisi ketimpangan yang tinggi terkecuali pada tahun 1998-
1999 yang berada pada kondisi ketimpangan yang sedang. Jika 
mengeluarkan sektor migas dalam perhitungan, maka terlihat adanya kondisi 
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ketimpangan yang tinggi dari tahun 1993-1997. Dimulai dari masa krisis 
(1998) sampai masa diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal (2004) 
ketimpangan berada pada kondisi yang sedang. Sedangkan indeks 
ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia dengan indikator PDRB 
harga berlaku baik dengan atau tanpa sektor migas berada pada kondisi 
ketimpangan yang tinggi. Dan Pada masa kebijakan desentralisasi fiskal 
dilaksanakan, tingkat kemerataan pendapatan antar propinsi di Indonesia 
lebih baik daripada sebelum kebijakan ini diterapkan. 
Siagian (2010) yang meneliti tentang Dampak Desentralisasi Fiskal 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah (Studi 
Kasus Provinsi Jawa Barat), Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 
persamaan regresi berganda (Simultaneous regression) dengan Model 
berulang (Recursive Models) serta metode yang digunakan adalah PLS 
(Panel Least Square) dengan Cross-Section Weight dan White Cross-Section 
yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah pada 25 
kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama lima tahun periode penelitian 
yaitu 2004 – 2008, bahwa Ketimpangan wilayah yang terjadi di Propinsi Jawa 
Barat, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan 
desentralisasi fiskal. Pertama, pertumbuhan ekonomi memilki pengaruh yang 
signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini disebabkan saling 
berbedanya kemapuan antar masing-masing daerah atau wilayah di Propinsi 
Jawa Barat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Disparitas pertumbuhan 
ekonomi antar daerah juga akan mendorong peningkatan ketimpangan 
wilayah. Kedua, desentralisasi fiskal memilki hubungan yang signifikan dan 
negatif terhadap ketimpangan wilayah. Secara umum akan menurunkan 
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ketimpangan, antara lain; peningkatan derajat desentralisasi fiskal, 
penyesuaian rasio pajak daerah, dan peningkatan jumlah penyerapan tenaga 
kerja, akan mendorong ketimpangan semakin rendah. Tetapi untuk tingkat 
aglomerasi wilayah atau daerah justru memiliki hubungan yang signifikan dan 
positif terhadap ketimpangan wilayah, yang maksudnya proses pengkotaan 
yang bervariasi ditiap daerah akan mendorong semakin tingginya 
ketimpangan antar wilayah. Dari kesimpulan tersebut maka hipotesis yang 
diajukan oleh peneliti diterima. Maka dapat di intpretasikan bahwa 
pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal signifikan mempengaruhi 
ketimpangan wilayah, baik secara peositif maupun negatif hubungannya.  
 
2.3 Kerangka Pikir Penelitian 
Keberhasilan ekonomi suatu negara biasanya diukur dari tingginya 
angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun demikian, terdapat satu 
ukuran yang lebih representatif dalam melihat keberhasilan ekonomi suatu 
negara ini, yaitu dilihat dari segi kesejahteraan masyarakatnya dan hal ini 
dapat dilihat melalui dimensi pemerataan (equality). Pembangunan yang 
semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai 
kesenjangan dalam kesejahteraan golongan masyarakat (antara golongan 
kaya dan golongan miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antar daerah 
atau ketimpangan wilayah. Maka dapat dipahami jika masalah ketimpangan 
atau kesenjangan antar daerah selalu menjadi salah satu isu utama dalam 
pembangunan daerah di Indonesia. 
Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukan dengan 
peningkatan nilai PDRB. Melalui pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu 
mendorong pembangunan daerah-daerah yang terbelakang agar mampu 
bersaing dengan daerah-daerah maju, sehingga dapat memperkecil 
ketimpangan wilayah.  Namun hal ini masih sangat menjadi tanda tanya besar 
dengan melihat kenyataan yang ada sekarang, dimana hanya daerah yang 
kaya yang juga menikmati hasil dari pertumbuhan ekonominya. 
Ketimpangan yang terjadi antar daerah, baik daerah miskin maupun 
daerah kaya juga disebabkan karena adanya perbedaan dari faktor 
pendidikan, jumlah maupun kualitas penduduknya, SDA, letak geografisnya, 
kesehatan, dan lain-lain. Hal tersebut yang bisa menyebabkan pertumbuhan 
pendapatan di suatu daerah ada yang tinggi dan ada yang rendah dan juga 
yang menyebabkan munculnya ketimpangan wilayah. 
Faktor lain yang berpengaruh adalah Pengeluaran pemerintah yang 
mempunyai hubungan negatif dengan ketimpangan wilayah, semakin besar 
komposisi pengeluaran pemerintah dalam bidang pembangunan akan 
mengurangi ketimpangan wilayah serta desentralisasi fiskal berepengaruh 
signifikan terhadap semakin meningkatnya ketimpangan wilayah akibat 
alokasi Dana Alokasi Umum yang lebih besar kepada daerah yang juga 
memiliki sumber daya alam yang kaya, sehingga akan menimbulkan 
kesenjangan antar daerah yang semakin melebar. 
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 Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Hipotesis 
1. Diduga ada perbedaan signifikan ketimpangan wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan yang semakin meningkat setelah desentralisasi fiskal.. 
2. Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan 
pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi 
Selatan dan ada pengaruh negatif dan signifikan antara pengeluaran 
pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan 
baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal.
PENGELUARAN 
PEMERINTAH 
(X3) 
PERTUMBUHAN 
EKONOMI 
(X2) 
TINGKAT PENDIDIKAN 
(X1) 
SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 
(1990-2000) 
KETIMPANGAN 
WILAYAH 
(Y) 
SETELAH DESENTRALISASI FISKAL 
(2001-2011) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Khususnya 
daerah Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
3.2  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan 
standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode 
pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti 
melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat 
diberikan pada obyek yang diteliti. 
Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini 
sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan 
datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode 
data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 1990 – 2011. 
Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari 
browsing website internet yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
 
3.3  Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 
data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan 
dipublikasikan oleh instansi tertentu. 
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Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data Time 
Series dari tahun 1990-2011. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 
beberapa sumber, antara lain: 
1) Data PDRB kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan rata-rata 
PDRB seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan bersumber dari 
kantor BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 
2) Data jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan dan jumlah 
penduduk setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan bersumber 
dari kantor BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 
3) Data jumlah siswa/penduduk tamat SMA di Sulawesi Selatan pada 
tahun 1990-2001 bersumber dari kantor BPS Provinsi Sulawesi 
Selatan sedangkan Data jumlah siswa/penduduk tamat SMA 
Sulawesi Selatan pada tahun 2002-2011 bersumber dari Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
4) Data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan bersumber 
dari kantor BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 
5) Data pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
6) Data ketimpangan wilayah provinsi Sulawesi Selatan tahun 1990-
1992 serta tahun 1997-2009 bersumber dari kantor BPS Provinsi 
Sulawesi Selatan sedangkan data ketimpangan wilayah Sulawesi 
Selatan tahun 1993-1996 serta tahun 2010-2011 dihitung sendiri 
dengan menggunakan data jumlah penduduk dan data PDRB 
perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang 
bersumber dari kantor BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 
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3.4  Metode Analisis 
Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan 
analisis model Regresi Berganda (Multiple Regression). 
Persamaan regresi berganda adalah persamaan regresi yang 
melibatkan dua atau lebih variabel dalam analisa. Tujuannya adalah untuk 
menghitung parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah variabel 
bebas mampu menjelaskan variabel terikat dan memiliki pengaruh kepadanya. 
Variabel yang akan diestimasi adalah variabel terikat, sedangkan variabel-
variabel yang mempengaruhi adalah variabel bebas. 
Model ini memperlihatkan hubungan variabel bebas (Independent 
Variable) dengan variabel terikat (Dependent Variable), dimana digunakan 
untuk melihat pengaruh antara tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan 
pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah sebelum dan setelah 
desentralisasi fiskal, serta melihat fenomena ketimpangan wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal (1990-2011). 
Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian 
ini serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk 
pemecahan permasalahan yang dikemukakan dapat dilihat melalui 
persamaan fungsi: 
     Y = f (X1, X2, X3, DUMMY)                                       (3.1) 
Fungsi di atas kemudian di estimasi ke dalam bentuk persamaan linier 
sebagai berikut. 
     Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4D1X1 + β5D2X2 + β6D3X3 + β7D4 + µ     (3.2) 
 Sebelum Desentralisasi Fiskal 
     Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + µ 
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 Setelah Desentralisasi Fiskal 
Y = (β0 + β7) + (β1 + β4) X1 + (β2 + β5) X2 + (β3 + β6) X3 + µ 
  
  Dimana: 
      Y  : Ketimpangan Wilayah 
    X1 :Tingkat Pendidkan diukur dari perkembangan  
     jumlah siswa tamat SMA  dari tahun ke tahun. 
   X2 : Pertumbuhan Ekonomi 
   X3 :Pengeluaran Pemerintah (Pengeluaran Pembangunan) 
   D : Dummy, D = 0 (Untuk periode sebelum desentralisasi  
      fiskal (1990-2000) dan D = 1 (Untuk Periode setelah  
      desentralisasi fiskal (2001-2011) 
   β0 : Konstanta 
β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 : Parameter yang akan diestimasi 
   µ  : Kesalahan Random 
 
 Persamaan di atas merupakan model yang akan digunakan dalam 
penelitian yang akan menjelaskan pengaruh variabel independen (tingkat 
pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah) terhadap 
variabel dependen (ketimpangan wilayah) baik sebelum desentralisasi fiskal 
maupun setelah desentralisasi fiskal untuk mendapatkan taksiran parameter 
maka digunakan teknik OLS (Ordinary Least Square) yang mengikuti asumsi 
kenormalan BLUE (Best Linear Unbiased Ludahu Estimator) yaitu penaksiran 
terbaik linear yang tidak bias. 
Pengujian atas model tersebut di atas dilakukan dengan kriteria 
statistik, yang dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R2), uji serempak 
(Uji F), dan uji parsial (Uji
seberapa besar variabel bebas dapat
secara parsial dilihat dari nilai 
secara serempak, yakni dengan melihat nilai 
probabilitas uji ini dibandingkan dengan taraf nyata. Jika nilai 
kedua uji ini lebih kecil
berpengaruh signifikan terhadap variabel
 
3.5  Definisi Operasional 
Definisi operasional dari masing
a. Ketimpangan wilayah diukur dengan menggunakan 
dengan rumus: 
Dimana: 
 CVw
 fi 
 n 
 Yi 
 Y 
provinsi 
b. Tingkat pendidikan diukur dari
di Provinsi Sula
dalam persen. 
 
 t). Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat 
 menjelaskan variasi variabel teri
probabilitas t-stat-nya, sedangkan untuk uji 
probabilitas F-stat-nya.
probabilitas 
 dari taraf nyata, maka variabel-variabel bebas 
 terikatnya. 
-masing variabel adalah sebagai berikut:
indeks williamsom, 
 
 = Indeks ketimpangan pendapatan wilayah 
= Jumlah penduduk di kabupaten/kota i 
= Jumlah penduduk provinsi 
= Pendapatan perkapita di kabupaten/kota i  
= Rata-rata pendapatan perkapita untuk seluruh 
 perkembangan jumlah siswa tamat 
wesi Selatan dari tahun ketahun yang dinyatakan 
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kat. Uji 
 Kedua 
 
SMA 
(3.4) 
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c. Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan PDRB 
berdasarkan harga konstan yang dihasilkan oleh berbagai lapangan 
usaha dalam persen. 
d. Pengeluaran pemerintah diukur dengan rasio total pengeluaran 
pembangunan terhadap total APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang 
dinyatakan dalam persen. 
e. Desentralisasi Fiskal 
Desentralisasi Fiskal adalah hak dan kewenangan yang dilimpahkan 
pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur 
dan mengelola sumber-sumber penerimaannya dari sektor pajak dan 
retribusi dan penerimaan sah lainnya serta pengalokasian anggaran 
pengeluarannya, dimana dalam penelitian ini periode sebelum 
desentralisasi fiskal (1990-2000) dan periode setelah desentralisasi 
fiskal (2001-2011). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 
4.1.1 Kondisi Geografis 
Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota Makassar, secara 
geografis terletak antara 00 12’ – 80 Lintang Selatan dan 1160 48’ – 1220 36’ 
Bujur Timur dengan luas wilayah 46.717,48 km2. Dengan jumlah penduduk 
tahun 2011 sebesar 8.115.638 jiwa dan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 
kotamadya yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Makassar, Bugis, 
Mandar dan Toraja. Kabupaten-kabupaten dan kota yang berada di 
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Selayar, Bulukumba, 
Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkajene 
Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, 
Enrekang, Luwu Timur, Tana Toraja, Luwu Utara, Toraja Utara, Kota 
Makassar, Kota Pare-Pare, dan kota Palopo. 
4.1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk 
Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Survei Sosial dan 
Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2011 berjumlah 8.115.638 jiwa 
yang tersebar di 24 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk terbesar 
yakni 1.352.136 jiwa mendiami Kota Makassar, lalu disusul Kabupaten 
Bone dengan jumlah penduduk 724.905 jiwa, menyusul berikutnya 
Kabupaten Gowa yang berjumlah 659.512 jiwa. Sedangkan 
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kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk yang memiliki jumlah 
penduduk paling sedikit yaitu kabupaten Selayar dengan jumlah penduduk 
sebesar 123.283 jiwa, dan lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 
tabel 4.10 pada lampiran. 
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian 
4.2.1    Perkembangan Jumlah Siswa/Penduduk Tamat SMA di Provinsi 
            Sulawesi Selatan 
Jumlah siswa/penduduk tamat SMA di Provinsi Sulawesi Selatan 
memiliki trend yang baik, dimana dari awal tahun pengamatan hingga 
akhir tahun pengamatan selalu terjadi peningkatan. Pada awal tahun 
pengamatan yaitu pada tahun 1990, jumlah siswa/penduduk yang tamat 
SMA di Sulawesi Selatan sebesar 30.125 jiwa kemudian pada tahun 1991 
mengalami kenaikan sebesar 0,67 persen menjadi 30.326 jiwa. 
Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2003, 2007, dan 2009. 
Dimana pada tahun 2003 jumlah siswa/pensusuk tamat SMA sebesar 
39.291 jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 14,21 persen dari tahun 
sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2009 masing-masing 
mengalami peningkatan sebesar 15,56 persen dan 12,02 persen dari 
tahun sebelumnya. 
Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada awal tahun 2001 
menyebabkan rata-rata jumlah siswa/penduduk tamat SMA mengalami 
peningkatan. Pada periode sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal dari 
tahun 1990 hingga tahun 2000, pertumbuhan jumlah siswa/penduduk 
tamat SMA sebesar 0,89 persen, sedangkan pada periode setelah 
pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2001 hingga tahun 2011 rata-rata 
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pertumbuhan jumlah siswa/penduduk tamat SMA sebesar 6,89 
persen, ini menandakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal 
memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan jumlah 
siswa/penduduk tamat SMA di Provinsi Sulawesi Selatan.  
Tabel 4.1 Penduduk/Siswa Tamat SMA Di Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 1990-2011 
Tahun 
Jumlah Siswa Tamat SMA 
(Jiwa) 
Perkembangan 
(%) 
S
e
b
e
lu
m
 D
e
s
e
n
tr
a
li
s
a
s
i 
F
is
k
a
l 1990 30,125 0.55 
1991 30,326 0.67 
1992 30,876 1.81 
1993 31,090 0.69 
1994 31,261 0.55 
1995 31,987 2.32 
1996 31,995 0.03 
1997 32,391 1.24 
1998 32,510 0.37 
1999 32,786 0.85 
2000 33,019 0.71 
S
e
te
la
h
 D
e
s
e
n
tr
a
li
s
a
s
i 
F
is
k
a
l 2001 33,380 1.09 
2002 34,402 3.06 
2003 39,291 14.21 
2004 42,690 8.65 
2005 45,684 7.01 
2006 48,888 7.01 
2007 56,497 15.56 
2008 58,487 3.52 
2009 65,517 12.02 
2010 66,507 1.51 
2011 68,005 2.25 
 
 
 
Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Data Diolah) 
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4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi  
4.2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 
Pertumbuhan dan perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 
dapat ditinjau dari beberapa indikator makro, yaitu antara lain dari nilai 
tambah yang dihasilkan struktur perekonomian daerah, laju Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) serta PDRB perkapita. 
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang berhasil 
diciptakan pada tahun tertentu dibanding dengan nilai tahun sebelumnya. 
Penggunaan atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk 
menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur 
merupakan pertumbuhan riil ekonomi dan pula merupakan dasar 
pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya kegiatan ekonomi 
dalam salah satu daerah. Angka PDRB suatu daerah dapat 
memperlihatkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelolah sumber 
daya alam yang dimiliki melalui suatu proses produksi. Oleh karena itu 
besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi 
sumber daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut. 
Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 
dari tahun 1990-2011, nilai PDRB atas dasar harga konstan terjadi 
fluktuasi. Pada tahun 2010 misalnya, terjadi peningkatan sebesar 8.18 
persen bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,23 persen pada 
tahun 2005 dan dan terjadi penuruna pada tahun 2011 dimana nilai PDRB 
sebesar 7,65 persen. 
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Untuk lebih detailnya tentang perkembangan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada table 
4.2 berikut ini: 
      Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga 
Konstan Tahun 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1990-2011  
(Dalam Juta Rupiah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selama periode 1990-1996 perkembangan PDRB Sulawesi Selatan 
mengalami peningkatan rata-rata sekitar 7,28 persen per tahun, namun 
karena pengaruh krisis ekonomi, maka pertumbuhan tersebut melambat 
sehingga menjadi 4,30 persen pada tahun 1997 dan mengalami penurunan 
yang sangat drastis pada tahun 1998 hingga -5,33 persen. Akan tetapi pasca 
Tahun PDRB 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
(%) 
S
e
b
e
lu
m
 D
e
s
e
n
tr
a
is
a
s
i 
F
is
k
a
l 
1990 18,598,101.68 5.29 
1991 20,128,725.45 8.23 
1992 21,471,311.44 6.67 
1993 22,875,535.21 6.54 
1994 24,630,088.76 7.67 
1995 26,669,460.11 8.28 
1996 28,885,692.24 8.31 
1997 30,127,777.01 4.3 
1998 28,521,966.49 -5.33 
1999 29,329,138.14 2.83 
2000 30,763,333.00 4.89 
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2001 32,334,905.00 5.11 
2002 33,659,125.00 4.1 
2003 32,627,380.00 5.42 
2004 34,345,080.51 5.26 
2005 36,421,787.37 6.05 
2006 38,867,679.22 6.72 
2007 41,332,426.29 6.34 
2008 44,549,824.55 7.78 
2009 47,326,078.38 6.23 
2010 51,199,899.85 8.18 
2011 55,116,919.80 7.65 
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krisis ekonomi, pada tahun 1999, perekonomian daerah ini mulai membaik 
dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,83 persen kemudian meningkat 
masing-masing 4,89 persen dan 5,11 persen pada tahun 2000 dan 2001. 
Dengan demikian rata-rata perkembangan PDRB selama tiga tahun (1999-
2001) pasca krisis ekonomi sekitar 4,28 persen, tampak masih lebih rendah 
dibandingkan dengan rata-rata perkembangan PDRB yang dicapai sebelum 
krisis ekonomi. 
Dapat dilihat selama periode setelah dilaksanakan desentralisasi fiskal 
tahun 2001-2011, perekonomian Sulawesi Selatan relatif stabil dengan rata-
rata pertumbuhan 6,26 persen per tahun, yakni pada tahun 2002 tumbuh 4,10 
persen, kemudian tumbuh lagi 5,42 persen pada tahun 2003, selanjutnya 
sedikit melambat pada tahun 2004 tumbuh 5,26 persen, pada tahun 2005 
mencapai 6,05 persen, dan di tahun 2006 mencapai angka 6,72 persen. 
Sedangkan pada periode 2007-2011 perkembangan PDRB Sulawesi Selatan 
mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2007 kembali agak melemah 
sebesar 6,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2008 
mengalami peningkatan yang agak signifikan dengan pertumbuhan sebesar 
7,78 persen tetapi kembali melemah pada tahun 2009 dengan pertumbuhan 
sebesar 6,23 persen, dan puncaknya pada tahun 2010 dengan pertumbuhan 
8,18 persen yang merupakan pertumbuhan yang terbesar, tetapi pada tahun 
2011 kembali turun ke angka 7,65 persen. 
Total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada masa sebelum 
desentralisasi fiskal (1990-2000), tercatat sebesar 30.763.333,00 juta rupiah 
PDRB atas dasar harga konstan, yang sebagian besar adalah sumbangan 
dari Kota Makassar, Kabupaten Luwu, Bone, Wajo, Pinrang,dan Pangkep. 
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Kabupaten/Kota ini menyumbang rata-rata sebesar 4,18 persen terhadap 
PDRB Sulawesi Selatan. 
Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2001 sampai tahun 
2011 yang tercatat sebesar 55.116.919,80 juta rupiah PDRB atas dasar harga 
konstan, andil ketujuh kabupaten/kota tersebut masih merupakan 
penyumbang terbesar terhadap PDRB Sulawesi Selatan, bahkan semakin 
memantapkan andilnya menjadi 6,72 persen terhadap pembentukan PDRB 
Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan naiknya andil Kota Makassar, 
Kabupaten Bone, Luwu Utara, Wajo, Maros dan Gowa. 
Struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada masa pelaksanaan 
desentralisasi fiskal tahun 2001-2006 tidak mengalami pergeseran yang 
berarti. Peranan sektor pertanian terhadap ekonomi Sulawesi Selatan masih 
cukup besar yakni rata-rata 33,54 persen, walaupun peranan sektor pertanian 
selama 2004-2005 sedikit menurun yaitu masing-masing 31,57 dan 31,60 
persen. Tingginya peranan ini ditopang oleh subsektor tanaman bahan 
makanan dengan kontribusi rata-rata 14,74 persen. Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan perekonomiannya masih 
mengandalkan pada pertanian tanaman pangan. 
Selain pertanian, sektor lain yang mempunyai kontribusi besar adalah 
sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan 
sektor jasa-jasa yang masing-masing menyumbang 13,72 persen; 15,15 
persen; dan 11,00 persen terhadap pembentukan total PDRB Sulawesi 
Selatan. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih mempunyai kontribusi 
yang paling kecil yakni hanya sekitar 1,05 persen. 
60 
 
 
 
Perkembangan PDRB yang tinggi diharapkan akan meningkatkan 
kesejahteraan penduduk. Salah satu indikator dari kesejahteraan penduduk 
adalah PDRB perkapita. Setiap tahun, laju perkembangan PDRB dan PDRB 
perkapita berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maka 
dengan berkembangnya perekonomian Sulawesi Selatan dan melambatnya 
peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan PDRB 
perkapita. 
Berdasarkan jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2000 sekitar 
7.802.732 jiwa, PDRB perkapita  atau rata-rata pendapatan yang diterima 
penduduk Sulawesi Selatan sebesar 3.943.169 rupiah. Dari  tahun 2001-2004, 
PDRB Sulawesi Selatan masih cenderung meningkat, walaupun masih relatif 
lebih rendah dibandingkan dengan PDRB perkapita Nasional. Dimana pada 
tahun 2001, PDRB perkapita Sulawesi Selatan sebesar 4.362.110 rupiah 
sedangkan PDRB perkapita Nasional mencapai 8.080.533 rupiah. Begitupun 
pada tahun 2002-2004, PDRB perkapita Sulawesi Selatan masing-masing 
sebesar 4.730.028 rupiah, 5.150.214 rupiah, dan 5.746.545 rupiah. Masih jauh 
dibawah PDRB perkapita Nasional yang masing-masing sebesar 8.828.050 
rupiah, 9.572.485 rupiah, dan 10.641.732 rupiah.  
Pendapatan Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan baik sebelum 
maupun setelah desentralisasi fiskal selalu terjadi peningkatan dari tahun ke 
tahun selain pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi, dimana pada 
saat itu pertumbuhan PDRB mengalami penurunan sebesar -5,33 persen, 
namun pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan cenderung masih kurang stabil, 
terlihat pada tabel 4.2. 
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4.2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Selatan Tahun 2011 
Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, 
pada tahun 2011 cukup bervariasi. Kota Makassar sebagai penyumbang 
terbesar PDRB Sulawesi Selatan tahun 2011 sebesar 17,820,697.23 juta 
rupiah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 9.65 persen dan merupakan 
daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga setelah kabupaten Wajo 
dan Sidrap yang masing-masing mencapai pertumbuhan ekonomi sebear 
10.93 persen dan 11.82 persen.  
Daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada 
kabupaten Luwu Timur yang merupakan daerah yang baru melakukan 
pemekaran pada tahun 2005 dengan pertumbuhan ekonomi -5.33 persen, 
sedangkan terendah kedua ditempati oleh Kabupaten Sinjai dengan 
pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5.9 persen pada tahun 2011. Dan 
selanjutnya disusul oleh kabupaten Gowa dan Bone yang memiliki 
pertumbuhan ekonomi yang sama besar, yaitu sebesar 6,2 persen, dan lebih 
rincinya dapat dilihat pada table 4.3 berikut.  
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Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga 
Konstan Tahun 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011  
(Dalam Juta Rupiah) 
Kabupaten/Kota PDRB Pertumbuhan Ekonomi 
(%) 
Selayar 502,476.68 8.52 
Bulukumba 1,853,259.41 6.38 
Bantaeng 801,863.38 8.43 
jeneponto 856,277.77 7.32 
Takalar 977,443.89 7.34 
Gowa 2,007,276.09 6.2 
Sinjai 1,150,817.34 5.9 
Maros 1,240,494.78 7.57 
pangkep 2,751,143.44 9.17 
Barru 783,926.33 7.41 
Bone 3,412,322.55 6.2 
soppeng 1,304,050.64 7.95 
Wajo 2,716,659.52 10.93 
Sidrap 1,704,579.59 11.82 
Pinrang 2,713,135.87 7.12 
enrekang 801,692.34 6.9 
Luwu 1,817,943.58 7.47 
tana toraja 724,819.45 7.88 
Luwu Utara 1,645,112.00 7.29 
Luwu Timur 4,643,408.52 -5.33 
TorajaUtara 741,167.08 7.9 
makassar 17,820,697.23 9.65 
pare-pare 826,486.23 7.79 
Palopo 1,000,569.31 8.16 
Sulawesi Selatan 55,116,919.80 7.65 
 
 
Selanjutnya untuk melihat bagaimana kontribusi setiap daerah 
terhadap PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2011 atas dasar harga konstan 
dan harga berlaku, dapat dilihat pada table 4.5. Menurut harga berlaku pada 
tahun 2011, nilai PDRB Sulawesi Selatan sebesar 137,389.9 Milyar rupiah, 
dimana kontribusi terbesar merupakan sumbangsi dari Kota Makassar 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan  
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sebesar 33.04 persen dengan Nilai PDRB sebesar 43,428.15 Milyar rupiah, 
yang disusul dengan Kabupaten Luwu Timur dengan kontribusi terbesar 
kedua yaitu 7.06 persen atau dengan nilai PDRB sebesar 9,670.21 Milyar 
Rupiah. Sedangkan kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah dengan 
kontribusi terkecil terhadap PDRB Sulawesi Selatan, dengan kontribusi hanya 
sebesar 1,05 persen dari total PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2011, dan 
diikuti dengan Kabupaten Tanah Toraja dengan kontribusi terendah kedua, 
yaitu hanya sebesar 1,34 persen. 
Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 2011 
Sulawesi Selatan memiliki PDRB sebesar 55,116.92 Milyar rupiah, dimana 
tidak jauh berbeda dengan atas dasar harga berlaku, Kota Makassar dan 
Kabupaten Luwu Timur masih merupakan penyumbang terbesar atas PDRB 
Sulawesi Selatan berdasarkan harga konstan yaitu masing-masing sebesar 
32.35 persen dan 8.44 persen. Begitupun sebagai daerah yang memiliki 
kontribusi terendah masih dipegang oleh Kabupaten Kepulauan Selayar dan 
Tanah Toraja, dengan besar kontribusi masing-masing 0.92 persen dan 1,31 
persen dari total PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan pada 
tahun 2011. 
Dari data ini menunjukkan bahwa PDRB Sulawesi Selatan tahun 2011 
berdasarkan harga konstan dan harga berlaku merupakan kontribusi terbesar 
dari Ibu kota Provinsi yaitu Kota Makassar, sedangkan daerah yang lain 
memiliki kontribusi yang sangat kecil dari total PDRB Sulawesi Selatan. Hal ini 
sekaligus menunjukkan bahwa perekonomian di Sulawesi Selatan relatif tidak 
merata dan lebih terkonsentrasi di wilayah Kota Makassar. Dan lebih rincinya 
dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 
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 Tabel 4.4 Kontribusi  PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Sulawesi   
Selatan Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2011 
Kabupaten/Kota 
PDRB atas 
Harga 
Berlaku 
Kontribusi 
terhadap PDRB 
Sulsel 
PDRB atas 
Harga Konstan 
Kontribusi 
terhadap PDRB 
Sulsel 
Kep. Selayar 1386.06 1.05 502.48 0.92 
Bulukumba 4286.36 3.2 1853.16 3.38 
Bantaeng 2179.1 1.66 809.86 1.48 
Jeneponto 2676.02 2.03 956.28 1.75 
Takalar 2368.11 1.8 977.44 1.78 
Gowa 5931.37 4.36 2007.28 3.65 
Sinjai 3235.34 2.46 1150.82 2.11 
Maros 3039.19 2.26 1240.49 2.26 
Pangkep 6413.12 4.71 2751.14 5 
Barru 1904.31 1.43 783.93 1.43 
Bone 8835.53 6.45 3412.32 6.21 
Soppeng 3209.37 2.36 1304.05 2.38 
Wajo 6655.97 4.95 2716.66 4.94 
Sidrap 4215.93 3.11 1704.58 3.1 
Pinrang 6216.77 4.56 2713.14 4.93 
Enrekang 2291.69 1.71 803.69 1.47 
Luwu 4351.15 3.2 1817.94 3.31 
Tator 1798.45 1.34 714.82 1.31 
Luwu Utara 3570.91 2.62 1645.11 3.1 
Luwu Timur 9670.21 7.06 4643.41 8.44 
Toraja Utara 1821.42 1.37 741.17 1.36 
Makassar 43428.15 33.04 17820.7 32.35 
Pare-Pare 2073.56 1.55 826.49 1.51 
Palopo 2284.8 1.72 1000.57 1.83 
Sulawesi Selatan 137389.9 100 55116.92 100 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Data Diolah) 
65 
 
 
 
4.3 Rasio Total Pengeluaran Pembangunan Terhadap Total APBD  
kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
menyelenggarakan pembangunan mulai meningkat. Hal ini tercermin dari 
meningkatnya penerimaan APBD Provinsi maupun kabupaten/kota se 
Sulawesi Selatan bila dibandingkan sebelum diberlakukannya otonomi 
daerah. 
Begitupun dengan pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh 
pemerintah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Wagner dalam Dumairy (1996) ada lima hal yang 
menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, kelima penyebab 
yang dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan 
pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang 
mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan 
ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan. 
Pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan erat terhadap ketimpangan 
wilayah, pengeluaran pemerintah bisa menciptakan pemerataan atau justru 
menciptakan ketimpangan. 
Dalam penelitian skripsi ini, pengeluaran pemerintah yang 
dimaksudkan adalah pengeluaran pembangunan yang ditujukan untuk 
membiayai proses pembangunan, sebagai kegiatan pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada sebanyak 21 jenis pengeluaran 
yang berorientasi ke 20 jenis sektor pembangunan dan 1 jenis kelompok 
pengeluaran pembangunan lainnya, antara lain: industri; pertanian dan 
kehutanan; sumber daya air dan irigasi; tenaga kerja; perdagangan, 
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pengelolaan usaha daerah, keuangan dan koperasi; transportasi, meteorology 
dan geofisika; pertambangan dan energi; pariwisata, pos dan telekomunikasi; 
pembangunan daerah dan transmigrasi; lingkungan hidup dan tata ruang; 
pendidikan, kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, pemuda dan 
olahraga; kependudukan dan keluarga sejahtera; kesehatan, kesejahteraan 
social, peranan wanita, anak dan remaja; perumahan dan pemukiman; 
agama; ilmu pengetahuan dan teknologi; hokum; aparatur pemerintah dan 
pengawasan; politik, penerangan, komunikasi dan media massa; keamanan 
dan ketertiban umum; dan subsidi pembangunan kepada daerah bawahan. 
Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan menyatukan 
langkah untuk lebih memberikan prioritas pembiayaan kepada sektor-sektor 
pembangunan yang dapat memberikan peningkatan peran stakeholders 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan sehingga dapat menciptakan 
equity di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan tersebut seyogyanya 
didukung oleh pemanfaatan kemampuan daerah secara mandiri melalui 
peningkatan pendapatan asli daerah yang didasarkan pada optimalisasi pajak 
dan retribusi di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. 
Pada periode awal pengamatan untuk tahun anggaran 1990 keadaan 
pengeluaran pembangunan menunjukkan angka sebesar 46,68 persen dari 
total APBD. Selanjutnya  untuk periode tahun anggaran 1991 nilai untuk 
pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan menjadi 64,87 persen 
dari total APBD Sulawesi Selatan namun pada tahun 1992, persentase 
pengeluaran pembangunan terhadap total APBD mengalami penurunan dan 
berada pada angka 53,67 persen. 
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Selanjutnya untuk tahun anggaran 1993 hingga tahun anggaran 2000 
mengalami fluktuasi, dimana peningkatan yang signifikan terdapat pada tahun 
anggaran 1994 dengan persentase 54,00 persen sedangkan yang terjadi 
penurunan yang signifikan pada tahun anggaran 1998 dengan persentase 
pembangunan sebesar 44,54 persen dari total APBD Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Persentase pengeluaran pembangunan terhadap total APBD Provinsi 
Sulawesi Selatan pada tahun anggaran sebelum pelaksanaa desentralisasi 
fiskal umumnya memiliki persentase yang lebih besar bila dibandingkan 
dengan tahun anggaran setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal yang 
dimulai pada tahun 2001. Rata-rata persentase pengeluaran pembangunan 
terhadap total APBD Sulawesi Selatan sebelum pelaksanaan desentralisasi 
fiskal tahun anggaran 1990 hingga tahun anggaran 2000 sebesar 52,18 
persen sedangkan rata-rata persentase pengeluran pembangunan terhadap 
total APBD Sulawesi Selatan setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal dari 
tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2011 hanya sebesar 39,90 
persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah  Provinsi Sulawei Selatan 
sebelum desentralisasi fiskal  lebih fokus dalam penyelenggaran 
pembangunan dibandingkan setelah desentralisasi fiskal.  
Setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dimulai pada tahun 
2001 hingga tahun anggaran 2011 dalam pengamatan, persentase 
pengeluaran pembangunan terhadap total APBD yang terbesar pada tahun 
anggaran 2003 dengan nilai 57,10 persen sedangkan yang terkecil pada 
tahun anggaran 2004 dengan persentase pengeluaran pembangunan hanya 
sebesar 29,28 persen dari total APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 
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detail, persentase pengeluaran pembangunan terhadap total APBD Provinsi 
Sulawesi Selatan dapt dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 
Tabel 4.5 Rasio Total Pengeluaran Pembangunan Terhadap Total APBD 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1990-2011 
(Dalam Juta Rupiah) 
TAHUN 
ANGGARAN 
TOTAL 
PENGELUARAN 
PEMBANGUNAN 
TOTAL APBD Rasio 
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1990 46,527,274.729 95,578,256.517 48.68% 
1991 68,686,014.127 105,889,493.349 64.87% 
1992 65,161,770.351 121,409,480.381 53.67% 
1993 78,210,786.580 149,149,158.859 52.44% 
1994 88,247,272.763 163,411,118.338 54.00% 
1995 94,785,192.655 183,926,575.558 51.53% 
1996 112,838,027.961 225,146,652.381 50.12% 
1997 140,680,892.061 272,948,402.842 51.54% 
1998 131,802,652.731 262,579,101.359 50.20% 
1999 147,152,528.992 330,361,594.700 44.54% 
2000 191,405,452.882 365,309,002.517 52.40% 
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2001 206,398,706.781 565,118,233.464 36.52% 
2002 358,734,254.842 734,466,711.187 48.84% 
2003 493,310,952.476 863,893,871.751 57.10% 
2004 294,274,832.387 1,005,145,608.138 29.28% 
2005 429,522,276.463 1,265,768,999.555 33.93% 
2006 493,537,187.459 1,482,898,519.946 33.28% 
2007 839,928,878.668 1,963,522,640.375 42.78% 
2008 870,945,440.883 2,339,831,294.293 37.22% 
2009 933,890,889.981 2,455,558,026.755 38.03% 
2010 1,083,599,033.038 2,706,432,203.914 40.04% 
2011 1,415,986,927.196 3,385,714,310.554 41.82% 
  
Sumber: BPKD Provinsi Sulawesi Selatan 
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4.4 Perbedaan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan 
Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 
Untuk melihat kecenderungan kesenjangan/ketimpangan wilayah di 
Provinsi Sulawesi Selatan, dalam analisis ini menggunakan Indeks 
Williamson yang dikembangkan Jeffrey G. Williamson. Perbandingan indeks 
ini dari tahun ke tahun akan menunjukkan apakah ada perubahan atau tidak. 
Dimana nilai koefisien indeks Williamson 0-1, dimana semakin mendekati 
nol maka tingkat ketimpangannnya semakin kecil, dan semakin mendekati 
satu berarti tingkat ketimpangannya semakin tinggi. 
Variabel-variabel  yang digunakan dalam Indeks Williamson adalah 
PDRB, yang diformulasikan dengan jumlah penduduk. Keadaan PDRB di 
Sulawesi Selatan akan mencerminkan keadaan perekonomian daerah yang 
bersangkutan. Pendapatan daerah atau wilayah yang tinggi secara relatif 
baik, demikian juga sebaliknya bila pendapatan daerah/wilayahnya rendah 
maka dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian daerah tersebut relatif 
kurang baik. 
Dalam analisa Indeks Williamson, apabila hasil koefisien semakin 
mendekati satu maka hal ini menunjukkan terjadi kesenjangan/ketimpangan 
yang cukup tinggi, sehingga perlu suatu kebijakan pembangunan untuk 
menanggulanginya atau setidaknya ada upaya untuk menekan/mengurangi 
tingkat ketimpangan tersebut. 
Hasil perhitungan dari Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi 
Selatan, diperoleh tingkat ketimpangan wilayah seperti yang terlihat pada 
Tabel berikut: 
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          Tabel 4.6 Indeks Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun Nilai Indeks Ketimpangan Wilayah 
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1990 0.5189 
1991 0.5132 
1992 0.5087 
1993 0.5018 
1994 0.4983 
1995 0.4725 
1996 0.4849 
1997 0.4962 
1998 0.4248 
1999 0.4752 
2000 0.4891 
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2001 0.4758 
2002 0.5146 
2003 0.5579 
2004 0.6168 
2005 0.6956 
2006 0.7029 
2007 0.7086 
2008 0.7056 
2009 0.6862 
2010 0.7020 
2011 0.6859 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan 
Grafik 4.1 Trend Indeks Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
 
Selanjutnya untuk mengetahui adanya perbedaan ketimpangan 
wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah palaksanaan 
desentralisasi fiskal, maka dilakukan analisis statistik deskriptif melaui data 
dari tabel dan grafik di atas, dimana terlihat bahwa dari tahun 1990 hingga 
tahun 2000 ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan pada saat 
sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal 
rendah dibandingkan pada saat setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal 
tahun 2001 hingga tahun 2011 dimana rata
mencapai 0,6411. Ketimpangan wilayah pada tahun 1998 mengalami 
penurunan menjadi 0,424
periode kondisi perekonomian secara nasional mengalami krisis ekonomi, 
dan merupakan periode dimana nilai ketimpangan wilayah terendah 
selama waktu pengamatan.
Trend Indeks Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
 
 
rata-rata mencapai 0,4894 lebih 
-rata ketimpangan wilayah 
8 dari tahun sebelumnya, dimana ini terjadi pada 
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Pada periode setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal dari tahun 
2001 hingga tahun 2007, trend tingkat ketimpangan wilayah mengalami 
peningkatan, dimana pada tahun 2001 nilai indeks ketimpangan wilayah 
sebesar 0,4758 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2007 
mencapai klimaksnya sebesar 0,7086 yang merupakan nilai ketimpangan 
yang tertinggi selama waktu pengamatan. 
Dari angka-angka tersebut dapat diartikan bahwa perekonomian 
antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berkembang relatif 
kurang merata dalam struktur dan pola ekonomi di masing-masing 
wilayah. Penyebab ketidakmerataan ini sangat terkait pada potensi dan 
kemampuan masing-masing daerah dalam memacu pertumbuhan 
ekonomi di daerahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 
signifikan  indeks ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan pada 
masa sebelum dan setelah desentralisasi fiskal. Dimana pada saat 
sebelum desentralisasi fiskal dilaksanakan terjadi tingkat ketimpangan 
yang sedang, sedangkan pada masa setelah pelaksanaan desentralisasi 
fiskal terjadi tingkat ketimpangan wilayah yang tinggi, berarti terjadi 
peningkatan ketimpangan wilayah setelah pelaksanaan desentralisasi 
fiskal. 
4.5 Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini adalah estimasi model regresi 
dengan menggunakan data time series selama periode tahun 1990-2011 
dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Perhitungan data dalam 
penelitian ini menggunakan program EViews 3,0 yang membantu dalam 
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pengujian model dalam mencari nilai koefisien dari tiap-tiap variabel, serta 
pengujian hipotesis secara parsial maupun bersama-sama. 
 
4.5.1 Hasil Uji Statistik 
4.5.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
  Uji koefisien determinasi R2 dilakukan untuk mengetahui seberapa 
jauh variabel bebas atau independen variabel (Tingkat pendidikan, 
pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah) mampu menjelaskan 
variabel terikat (Ketimpangan Wilayah). Sesuai perhitungan yang telah 
dilakukan, nilai R2 sebesar 0,932287 yang berarti bahwa sekitar 93% 
ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan periode 1990-2011 dipengaruhi 
secara bersama-sama tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan 
pengeluaran pemerintah, sedangkan sisanya 7% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain di luar model. 
 
4.5.1.2 Uji F 
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam 
model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada 
dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen. Pengaruh tingkat pendidikan (JSTS), 
pertumbuhan ekonomi (PE), dan pengeluaran pemerintah (PP) terhadap 
ketimpangan wilayah (CVw) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil 
penelitian ditemukan nilai Uji F-hitung adalah 27.53651 dan probability 
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sebesar 0,00000 dengan taraf signifikansi α = 5% maka dapat dijelaskan 
bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 
ketimpangan wilayah sebagai variabel dependen. 
Dengan melihat data sekunder pada periode sebelum 
desentralisasi fiskal, pengaruh variabel independent secara simultan 
terhadap variabel dependen salah satu diantaranya terlihat pada tahun 
1993, dimana tingkat pendidikan mengalami penurunan sebesar 1,12 
persen, pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan sebesar 0,13 
persen, serta pengeluaran pemerintah juga mengalami penurunan 
sebesar 1,23 persen, juga diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan 
wilayah di Sulawesi Selatan sebesar 0,0069. 
Pada periode setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, pada 
tahun 2006 misalnya tingkat pendidikan tidak mengalami perubahan 
dengan nilai sebesar 7,01 persen, pertumbuhan ekonomi mengalami 
peningkatan sebesar 0,67 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah 
mengalami penurunan sebesar -0,65 persen, sedangkan ketimpangan 
wilayah sebagai variabel dependen mengalami peningkatan sebesar 
0,1073. Ini membuktikan bahwa variabel independen (tingkat pendidikan, 
pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah) berpengaruh 
signifikan secara simultan terhadap variabel dependen (ketimpangan 
wilayah) baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal. 
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4.5.1.3 Uji t 
Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi 
pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel 
dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen 
dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila 
nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai 
probabilitas t- statistik yang lebih kecil dari nilai alpha (α)1 persen, 5 
persen, atau 10 persen. Pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan 
ekonomi, dan pengeluaran pemerintah  terhadap ketimpangan wilayah di 
Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal 1990-
2011 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen (α = 0,05) dan 
degree of freedom (df = 7), maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,895. 
Tabel 4.7 Uji Signifikansi t (α = 0,05 & α = 0,10) 
Analisis t-statistik t-tabel kesimpulan 
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       X1 -0.2914 1.895 Tidak Signifikan 
       X2 1.7437 1.895 Signifikan 
       X3 0.2302 1.895 Tidak Signifikan 
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X1 0.7661 1.895 Tidak Signifikan 
X2 5.8351 1.895 Signifikan 
X3 -1.4941 1.895 Tidak Signifikan 
 
 
 
Sumber: Hasil Pengujian Dengan menggunakan SPSS 16,0 (Lampiran 2 dan 3) 
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Dari tabel 4.7 di atas, dapat diinterpretasikan bahwa secara individu 
tingkat pendidikan tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah baik 
sebelum maupun setelah desentralisasi, Sedangkan pertumbuhan ekonomi 
signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah sebelum desentralisasi fiskal 
pada α = 10% atau pada taraf keyakinan 90% dan setelah pelaksanaan 
desentralisasi fiskal juga signifikan pada α = 5% atau pada taraf keyakinan 
95%. Dan pengeluaran pemerintah tidak signifikan mempengaruhi 
ketimpangan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 
4.5.2 Interpretasi Model 
Untuk mengetahui perbedaan ketimpangan wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2011 dan 
seberapa besar pengaruh variable-variabel independent tersebut 
mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum 
dan setelah desentralisasi fiskal, maka disajikan hasil perhitungan statistik 
yang diperoleh dengan menggunakan program  EViews 3 sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Hasil Estimasi Dengan Menggunakan EViews 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persamaan linear regresi berganda antara Tingkat Pendidikan (X1), 
Pertumbuhan Ekonomi (X2), dan Pengeluaran Pemerintah (X3) sebelum 
desentralisasi fiskal (1990-2000) adalah: 
 Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3  
 Hasil persamaan regresi adalah: 
 Y = 0.4410 - 0.0046 X1 + 0,0049 X2 + 0,0005 X3 
Sedangkan persamaan linear regresi berganda antara Tingkat Pendidikan 
(JSTS), Pertumbuhan Ekonomi (PE), dan Pengeluaran Pemerintah (PP) setelah 
desentralisasi fiskal (2001-2011) adalah: 
 
Dependent Variable: Y 
Method: Least Squares 
Date: 06/26/13   Time: 19:16 
Sample: 1990 2011 
Included observations: 22 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C  0.441009  0.111499  3.955282  0.0014 
X1 -0.004571  0.015688 -0.291401  0.7750 
X2  0.004975  0.002853  1.743734  0.1031 
X3  0.000506  0.002197  0.230187  0.8213 
D1X1  0.012119  0.015819  0.766109  0.4563 
D2X2  0.051068  0.008752  5.835073  0.0000 
D3X3 -0.003860  0.002583 -1.494134  0.1573 
D4 -0.068913  0.138698 -0.496855  0.6270 
R-squared  0.932287     Mean dependent var  0.565250 
Adjusted R-squared  0.898431     S.D. dependent var  0.099373 
S.E. of regression  0.031670     Akaike info criterion -3.791603 
Sum squared resid  0.014042     Schwarz criterion -3.394860 
Log likelihood  49.70763     F-statistic  27.53651 
Durbin-Watson stat  2.614100     Prob(F-statistic)  0.000000 
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            Y = (β0 + β7) + (β1 + β4) X1 + (β2 + β5) X2 + (β3 + β6) X3  
 Hasil persamaan regresi adalah: 
 Y = 0,3721 + 0,0075 X1 + 0,0560 X2 - 0,0034 X3 
 Dari kedua hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk melihat 
perbedaan ketimpangan wilayah sebelum dan setelah desentralisasi fiscal serta 
pengaruh variabel independent yaitu tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi 
dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah 
desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:  
1) Ketimpangan Wilayah Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 
Hasil estimasi di atas dengan menggunakan E-Views 3 
menunjukkan bahwa DUMMY desentralisasi fiskal tidak signifikan 
terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
koefisien sebesar -0.068913. Artinya bahwa tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara ketimpangan wilayah sebelum dan setelah desentralisasi 
fiskal 1990-2011.  
 
2) Tingkat Pendidikan  
 Tingkat pendidikan sebelum desentralisasi fiskal berpengaruh 
negatif  tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan, dengan koefisien regresi sebesar -0.00457 dimana 
artinya jika perkembangan jumlah siswa tamat SMA naik sebesar 1% 
maka akan menyebabkan penurunan ketimpangan wilayah di Sulawesi 
Selatan sebesar 0,005%, sedangkan koefisien regresi setelah 
desentralisasi fiskal sebesar 0,007548 yang artinya jika pertumbuhan 
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jumlah siswa tamat SMA naik sebesar 1% maka akan mengakibatkan 
kenaikan tingkat ketimpangan wilayah sebesar 0,007%. Namun jika dilihat 
pengaruhnya, tingkat pendidikan juga berpengaruh secara tidak signifikan 
pada periode setelah desentralisasi fiskal disebabkan  karena lulusan 
yang dihasilkan pada tibgkat SMA belum mempunyai skill/keahlian yang 
mampu mendorong meningkatnya produktivitas kerja yang lebih tinggi 
yang mampu mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan 
meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 
daerah bersangkutan, Syafrizal (1997). 
 Dengan mengamati data sekunder, baik pada periode sebelum 
maupun setelah desentralisasi fiskal, tingkat pendidikan berpengaruh tidak 
signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, 
terlihat pada beberapa tahun pengamatan yang dimana tingkat pendidikan 
ada yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap ketimpangan 
wilayah. Pada periode sebelum desentralisasi misalnya, Pada tahun 1992 
tingkat pendidikan mengalami kenaikan sebesar  0,14 persen dari 0,67 
persen tahun sebelumnya ke 1,81 persen. Sedangkan ketimpangan 
wilayah mengalami penurunan sebesar -0,0045 dimana pada tahun 1991 
ketimpangan wilayah sebesar 0,5132 dan pada tahun 1992 sebesar 
0,5087 sedangkan pada tahun sedangkan pada tahun 1993, penurunan 
tingkat pendidikan disertai dengan penurunan tingkat ketimpangan wilayah 
di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Begitupun pada periode setelah desentralisasi fiskal, ini terlihat 
diantaranya pada tahun 2002, dimana tingkat pendidikan mengalami 
peningkatan sebesar 1,97 persen dimana pada tahun sebelumnya (2001) 
tingkat pendidikan sebesar 1,09 persen dan pada tahun 2002 sebesar 
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3,06 persen, yang juga diikuti dengan kenaikan ketimpangan wilayah 
sebesar 0,0388, dimana pada tahun 2001 ketimpangan wilayah hanya 
sebesar 0,4758 dan pada tahun 2002 ketimpangan wilayah meningkat 
menjadi 0,5146. Tetapi pada tahun 2004, dimana tingkat pendidikan 
mengalami penurunan menjadi 8.65 persen, justru terjadi peningkatan 
pada ketimpangan wilayah menjadi 0.6168. 
 
3) Pertumbuhan Ekonomi 
 Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebelum desentralisasi fiskal 
sebesar 0,004975 yang berarti jika terjadi kenaikan 1% maka akan 
membawa peningkatan sebesar 0,005% pada ketimpangan wilayah di 
Sulawesi Selatan, sedangkan setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal 
nilai koefisien sebesar 0,056043 yang berarti bahwa setelah desentralisasi 
fiskal, kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan membawa peningkatan 
sebesar 0,06% pada ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan. 
 Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula 
ketimpangan wilayah, adanya trade-off antara pertumbuhan ekonomi 
dengan ketimpangan wilayah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang 
melaju pesat tanpa memperhatikan aspek pemerataan akan menimbulkan 
ketimpangan wilayah yang semakin tinggi pula. 
 Hasil diatas membenarkan hipotesis sebelumnya bahwa 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan wilayah di provinsi Sulawesi selatan. 
 Jika dilihat dari data sekunder, pada sebelum desentralisasi 
misalnya, pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998 dimana 
pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -9,63 persen 
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dimana pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi sebesar -5,33 persen 
dimana pada tahun sebelumnya tahun 1997 pertumbuhan ekonomi 
sebesar 4,3 persen, juga diikuti dengan penurunan ketimpangan wilayah 
sebesar  -0,0714 dimana pada tahun 1997 nilai ketimpangan wilayah 
sebesar 0,4962 dan pada tahun 1998 mengalami penurunan menjadi 
0,4248. 
 Begitupun setelah desentralisasi fiskal, pada tahun 2010 misalnya, 
pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1,95 persen dari 
tahun sebelumnya (2009) dimana pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 
6,23 persen, pada tahun 2010 menjadi 8,18 persen. Kondisi ini juga diikuti 
dengan peningkatan ketimpangan wilayah sebesar 0,0158 dari tahun 
sebelumnya (2009) dengan nilai ketimpangan wilayah sebesar 0,6862, 
pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 0,7020. 
 
4) Pengeluaran Pemerintah 
 Nilai koefisien pengeluaran pemerintah sebelum desentralisasi 
fiskal sebesar 0,000506 yang berarti jika terjadi kenaikan 1% maka akan 
membawa peningkatan sebesar 0,0005% pada ketimpangan wilayah di 
Sulawesi Selatan. Namun  jika dilihat pengaruhnya, pengeluaran 
pemerintah berpengaruh tidak signifikan baik sebelum maupun setelah 
desentralisasi fiskal disebabkan karena konsentrasi pembangunan yang 
tidak merata dan lebih terpusat di Ibu Kota Provinsi dibanding dengan 
daerah-daerah lainnya. 
 Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa sebelum desentralisasi 
fiskal, sistem yang dianut menyebabkan daerah tidak responsif dan kurang 
peka terhadap aspirasi masyarakat daerah. Banyak proyek pembangunan 
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daerah yang tidak menghiraukan manfaat langsung yang disarankan 
masyarakat, karena beberapa proyek merupakan proyek titipan yang sarat 
dengan petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat. 
 Sebelum desentralisasi pemerintah pusat terlalu dominan terhadap 
daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang 
dikembangkan pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas 
daerah. Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan untuk menentukan 
kebijakan daerahnya sendiri. Otonomi yang selama ini diberikan tidak 
disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber 
daya manusia yang professional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, 
yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justruu 
ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, hal inilah yang juga 
mendorong pengeluaran pemerintah justru berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi sebelum 
desentralisasi fiskal 
 Setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, nilai koefisien adalah 
negatif sebesar -0,003354 yang berartii jika terjadi kenaikan 1% maka 
akan membawa penurunan sebesar 0,003% pada ketimpangan wilayah di 
Sulawesi Selatan. Dan juga berpengaruh tidak signifikan pada pada 
ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Hubungan negatif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap 
ketimpangan wilayah setelah desentralisasi fiskal, dimana pengeluaran 
pemerintah dalam hal ini merupakan pengeluaran pembangunan yang 
ditujukan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat menciptakan 
pendapatan regional yang lebih merata (equity). Semakin besar 
pengeluaran pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka akan 
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menurunkan ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan atau dapat juga 
dikatakan semakin tinggi pengeluaran pemerintah akan menyebabkan 
membaiknya pemerataan pendapatan antar daerah di Sulawesi Selatan. 
 Hal ini senada yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa 
dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber 
pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya 
bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat. Dengan kondisi 
seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat 
diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan 
ekonomi (enginee of growth). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk 
menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestic mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan multiplier 
effect yang besar. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat 
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah 
melaui usaha-usaha yang sejauh mngkin mampu meningkatkan partisipasi 
aktif masyarakat. 
 Dengan melihat data sekunder, pada periode sebelum 
desentralisasi fiskal pada tahun 1991, pengeluaran pemerintah mengalami  
peningkatan sebesar 16,19 persen sedangkan ketimpangan wilayah 
mengalami penurunan sebesar -0,0057, namun pada tahun 1992, pada 
saat pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebesar -11,20 
persen, ketimpangan wilayah juga mengalami penurunan sebesar -0,0045. 
Inilah yang menunjukkan hasil estimasi pada periode sebelum 
desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak 
signifikan. 
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 Pada periode setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, 
pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif tidak signifikan, ini terlihat 
diantaranya pada akhir tahun pengamatan tahun 2011, pengeluaran 
pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1,78 persen dimana pada 
tahun sebelumnya (2010) pengeluaran pemerintah sebesar 40,04 persen 
pada tahun 2011 meningkat menjadi 41,82 persen. Hal ini berbanding 
terbalik dengan ketimpangan wilayah yang justru mengalami penurunan 
pada tahun 2011 sebesar -0,1161 yang pada tahun sebelumnya (2010) 
nilai ketimpangan wilayah Sulawesi Selatan sebesar 0,7020, pada tahun 
2011 mengalami penurunan menjadi 0,6859, tetapi pada tahun 
sebelumnya, pada tahun 2010 dimana terjadi peningkatan pengeluaran 
pemerintah menjadi 40.04 persen yang juga didikuti dengan peningkatan 
ketimpangan wilayah menjadi 0.7020. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1) Tidak terdapat perbedaan ketimpangan wilayah yang signifikan antara 
sebelum dan setelah desentralisasi fiskal, dimana dari hasil analisis 
statistik menunjukkan bahwa DUMMY Desentralisasi fiskal tidak 
signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. 
2) Tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan 
wilayah di Sulawesi Selatan baik sebelum maupun setelah 
desentralisasi fiskal, dikarenakan lulusan SMA belum mampu 
mendorong produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Selatan. 
3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan baik sebelum 
maupun setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal. 
4) Pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap 
ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan baik sebelum maupun 
setelah desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan karena konsentrasi 
pembangunan tidak merata dan lebih terpusat di Ibu Kota Provinsi 
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dibanding dengan daerah-daerah lainnya yang diikuti dengan pola 
pendekatan yang sentralistik dan seragam. 
5.2  Saran 
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan 
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Untuk menekan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi 
Selatan, disarankan bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan 
mutu pendidikan menengah ke bawah, sehingga porsi pengeluaran 
pemerintah dalam bidang pembangunan ditingkatkan dengan 
memperbaiki mutu dan infrastruktur pendidikan menengah kebawah 
khususnya. 
2) Salah satu upaya pemerintah dalam hubungannya dengan 
kebijaksanaan mengenai pemerataan pembangunan wilayah, 
hendaknya segala usaha tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan 
pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi 
Selatan sehingga kebijakan pemerintah dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi bisa bergandengan dengan aspek pemerataan 
pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan. 
3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan lebih meningkatkan 
dan mengefisienkan anggaran pengeluarannya, khususnya 
pengeluaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
mempriotitaskan pembangunan dari segi infrastruktur secara lebih 
merata ke tiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
4) Dengan melihat perbandingan ketimpangan wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan dimana setelah desentralisasi fiskal ketimpangan 
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wilayah mengalami peningkatan, maka di harapkan kedepannya 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu melihat daerah-daerah 
mana saja yang memerlukan perhatian lebih besar dalam hal 
peningkatan pembangunan daerah yang tertinggal agar dapat bersaing 
dengan daerah yang lebih maju, dan tidak terpusat pada satu daerah 
saja. 
5) Untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan ketimpangan 
wilayah, diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan data time 
series dengan model yang sama namun perlu dilihat pula variabel-
variabel lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap 
ketimpangan wilayah. 
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LAMPIRAN 1 
TABEL VARIABEL DEPENDEN DAN INDEPENDEN YANG DITELITI 
 
obs Y X1 X2 X3 D1X1 D2X2 D3X3 D4 
1990  0.518900  0.550000  5.290000  48.68000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
1991  0.513200  0.670000  8.230000  64.87000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
1992  0.508700  1.810000  6.670000  53.67000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
1993  0.501800  0.690000  6.540000  52.44000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
1994  0.498300  0.550000  7.670000  54.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
1995  0.472500  2.320000  8.280000  51.53000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
1996  0.484900  0.030000  8.310000  50.12000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
1997  0.496200  1.240000  4.300000  51.54000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
1998  0.424800  0.370000 -5.330000  50.20000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
1999  0.475200  0.850000  2.830000  44.54000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
2000  0.489100  0.710000  4.890000  52.40000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
2001  0.475800  1.090000  5.110000  36.52000  1.090000  5.110000  36.52000  1.000000 
2002  0.514600  3.060000  4.100000  48.84000  3.060000  4.100000  48.84000  1.000000 
2003  0.557900  14.21000  5.420000  57.10000  14.21000  5.420000  57.10000  1.000000 
2004  0.616800  8.650000  5.260000  29.28000  8.650000  5.260000  29.28000  1.000000 
2005  0.695600  7.010000  6.050000  33.93000  7.010000  6.050000  33.93000  1.000000 
2006  0.702900  7.010000  6.720000  33.28000  7.010000  6.720000  33.28000  1.000000 
2007  0.708600  15.56000  6.340000  42.78000  15.56000  6.340000  42.78000  1.000000 
2008  0.705600  3.520000  7.780000  37.22000  3.520000  7.780000  37.22000  1.000000 
2009  0.686200  12.02000  6.230000  38.03000  12.02000  6.230000  38.03000  1.000000 
2010  0.702000  1.510000  8.180000  40.04000  1.510000  8.180000  40.04000  1.000000 
2011  0.685900  2.250000  7.650000  41.82000  2.250000  7.650000  41.82000  1.000000 
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LAMPIRAN 2 
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 1990-2000 
KABUPATEN/KOTA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
SELAYAR 98,489 97,786 98,991 99,895 100,476 100,978 100,978 100,419 101,274 100,402 103,307 
 BULUKUMBA  335,898 337,935 338,309 338,691 339,771 357,567 357,567 357,750 360,630 364,470 351,744 
 BANTAENG  144,554 145,422 146,440 146,694 146,892 164,439 164,439 164,276 167,828 170,626 157,979 
 JENEPONTO  289,799 296,179 296,926 302,623 305,566 322,626 322,626 322,626 330,346 334,189 314,742 
 TAKALAR  206,089 206,829 207,759 208,962 210,545 228,232 228,232 228,232 231,103 235,188 229,483 
 GOWA  429,157 481,292 435,714 436,711 444,327 497,537 497,537 497,665 488,856 497,522 510,549 
 SINJAI  193,534 194,210 194,919 195,733 197,084 209,435 208,435 208,920 212,760 214,750 204,599 
 MAROS  239,725 240,831 241,966 243,176 246,193 265,935 265,935 265,419 268,526 274,556 268,891 
 PANGKEP  245,820 259,745 249,589 250,535 252,436 262,117 262,117 262,040 265,440 269,161 263,142 
 BARRU  146,653 146,965 147,497 148,007 148,996 153,729 153,729 153,180 154,733 156,443 151,229 
 BONE  610,315 607,339 607,540 608,336 608,045 614,924 614,924 614,758 615,472 615,939 644,639 
 SOPPENG  225,039 226,684 228,454 230,100 230,531 229,537 229,537 229,314 230,443 230,343 218,194 
 WAJO  357,507 366,550 369,337 376,250 396,043 364,286 364,286 364,587 366,349 368,518 355,838 
 SIDRAP  232,279 232,448 233,087 233,370 234,103 247,902 247,902 247,130 249,425 252,485 238,134 
 PINRANG  296,973 298,212 299,582 299,979 302,171 315,092 315,092 315,225 318,357 321,871 308,820 
 ENREKANG  147,079 148,860 150,205 151,272 151,839 157,202 157,202 157,340 156,754 158,373 164,462 
 LUWU  683,700 693,921 708,167 734,119 745,735 882,298 882,298 882,458 849,362 878,032 826,331 
 TANA TORAJA  362,693 359,401 360,913 363,874 364,525 380,826 380,826 380,868 384,415 388,096 390,446 
 POLMAS  400,413 405,670 408,448 416,771 423,982 442,965 442,965 422,256 480,348 435,659 443,384 
 MAJENE  111,284 131,143 131,952 132,707 133,361 115,952 115,952 115,060 116,178 116,873 120,030 
94 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2001-2011 
 MAMUJU  177,796 194,818 204,327 225,083 245,463 239,019 239,019 239,527 272,137 287,333 289,647 
 LUWU UTARA  - - - - - - - - - - - 
 LUWU TIMUR  - - - - - - - - - - - 
 TORAJA UTARA  - - - - - - - - - - - 
 MAKASSAR  944,372 907,330 908,775 926,393 979,589 1,095,928 1,095,928 1,095,191 1,154,020 1,191,456 1,139,822 
 PARE-PARE  101,421 101,894 101,362 101,485 102,772 109,005 109,005 109,004 114,003 116,148 107,320 
PALOPO - - - - - - - - - - - 
PROVINSI 6,980,589 7,081,464 7,070,259 7,170,766 7,310,445 7,757,531 7,756,531 7,733,245 7,888,759 7,978,433 7,802,732 
KABUPATEN/KOTA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
SELAYAR 104,079 104,205 109,415 111,458 111,220 116,415 117,860 119,811 121,749 122,055 123,283 
BULUKUMBA 353,970 354,796 371,453 374,247 379,371 383,730 386,239 390,543 394,746 394,560 398,531 
BANTAENG 160,072 160,840 164,841 167,284 169,102 170,548 171,468 172,849 174,176 176,699 178,477 
JENEPONTO 320,426 321,754 323,245 327,489 331,848 329,028 330,379 332,334 334,175 342,700 346,149 
TAKALAR 232,178 232,681 240,578 244,582 248,162 250,480 252,270 255,154 257,974 269,603 272,316 
GOWA 552,105 528,313 552,293 565,252 575,295 586,398 594,423 605,876 617,317 652,941 659,512 
SINJAI 205,423 207,416 216,589 217,374 220,141 221,915 223,522 225,943 228,304 228,879 231,182 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan 
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MAROS 275,548 278,833 286,260 290,173 296,336 297,639 299,662 303,211 304,687 319,002 322,212 
PANGKEP 265,290 268,008 275,151 277,223 279,801 289,302 291,506 295,137 298,701 305,737 308,814 
BARRU 151,464 154,412 15,661 157,680 158,500 158,958 160,428 161,732 162,985 165,983 167,653 
BONE 651,746 654,213 679,904 686,986 694,320 696,698 699,474 705,717 711,748 711,682 724,905 
SOPPENG 218,943 218,859 224,121 225,183 229,292 227,190 228,181 229,502 230,744 223,826 226,079 
WAJO 357,742 358,677 362,683 363,508 364,290 373,989 375,833 378,512 381,066 385,109 388,985 
SIDRAP 238,926 239,795 246,259 247,723 246,993 246,880 248,769 250,666 252,483 271,911 274,648 
PINRANG 312,124 313,801 331,592 334,090 335,554 340,118 342,852 346,988 351,042 351,118 354,652 
ENREKANG 168,337 169,812 175,962 178,658 182,174 183,861 185,527 188,070 190,576 190,248 192,163 
LUWU 403,931 407,277 425,834 309,588 315,294 317,814 320,205 324,229 328,180 332,482 335,828 
TANA TORAJA 395,744 398,796 416,610 420,733 427,286 446,782 452,663 461,012 240,249 221,081 223,306 
POLMAS - - - - - - - - - - - 
MAJENE - - - - - - - - - - - 
MAMUJU - - - - - - - - - - - 
LUWU UTARA 442,267 449,836 462,437 475,092 287,295 298,863 305,468 313,674 321,979 287,472 290,365 
LUWU TIMUR - - - - 206,180 219,492 224,383 230,821 237,354 243,069 245,515 
TORAJA UTARA - - - - - - - - 229,090 216,762 218,943 
MAKASSAR 1,116,834 1,127,785 1,145,406 1,164,380 1,193,451 1,223,530 1,235,239 1,253,656 1,271,870 1,338,663 1,352,136 
PARE-PARE 108,917 111,660 113,057 114,933 115,221 115,076 116,309 117,591 118,842 129,262 130,563 
PALOPO - - - 125,734 127,575 134,362 137,595 141,996 146,482 147,932 149,421 
PROVINSI 7,036,066 7,061,769 7,139,351 7,379,370 7,494,701 7,629,068 7,700,255 7,805,024 7,906,519 8,028,776 8,115,638 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan 
